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ABSTRAK

Fada masyarakat Minangkabau hubungan manusia dengan
tanah ulayat bersifat magis religius dan ekonomis yaitﬁ
keberadaan tanah selain merupakan lambang martabat dari
sustu kaum juga berfungsi sebagai sumberdaya vyang harus
dipertahankan karena hubungan kekesrabatan akan selalu
terikat dengan baik sepanjang tanah tersebut masih milik
bersama.

Mamun karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan
kegiatan pembangunan menyebablkan kebutuhan akan tanah di
Sumatera Rarat akan selalu meningkat. Akibatnya konsepsi-—
konsepel ideal vyang diketahuil dan telah dipertahankan
secara twun—temurun oleh masyarakat Minangkabau telah
berangsur berubah.

Fenyataan seperfi ini tidak bisa dielakkan laqgi,
karena pembangunan menyebabkan meningkatnya permintaan

akan tanah. Hal ini tentu akan menarik pihak yang punya
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ansh wuntuk menjualnya sehingga menyebabhkan perubahan pola
penguasaan maupun penggunaan tanah ulayat. Perubahan pola
pengusaan dan penggunaan tansh ulayvat secara  hipotesis
akan mempunyai dampak terhadsp hubungan kekerabatan
masyarakat Minangkabsu.

Fen=litian ini bertujuan untuk memperoleh pengertian
vang lebih baik tentang dampak pembangunan  terhadap
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Sumatera Barat.
Daerah operasional penelitian ini adalah masyarakat

Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan

.
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kata lain penelitian ini dilaksanakan pada daerah luhak
vang tiga (Kabupaten Tanah Datar,Kabupaten Agam, Kabupaten
Lima puluh Kota) serta Daerah Rantau Pesisir dan
Rantau Pedalaman vang kesemuanya terletak di daratan
Fropinsi Sumatera Barat.

Sampel dari peneslitian ini dipilih secara purposi+f
desa—desa dalam kecamatan vyang meﬁgalami perkembangan
pembangunan vyang pesat. Setiap daerah luhak dipilih dua
buah kecamatan, di dalam setiap kecamatan tersebut dipilih
pula dua bush desa. Sedangkan untuk Daerah Rantau hanya
dipilih tiga buah kecamatan dari Daerah Padang, Padang
Fariaman dan Solok, namun setiap kecamatan tetap dipilih
dus buah desa wuntulk menjadi daerah penelitian. Dari 18
buzsh desa terssbut maéing—masing dipilih 10 orang kepala
keluarga /7 yvang mewakili, sehingga jumlah responden
seluruhﬁya 180 orang. Fenelitian i1ini, juga mengumpulkan
informasi melalui informan kunci yang terdiri dari tunghku
tigo sajarangan {(Alim Ulama,Ninik Mamak dan Cerdik Fandai)

dan unsur pimpinan pemsrintshan (Camat, Kepala Desa) serta
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Dalam usaha mengumpul kan data/informasi dalam
penelitian ini dipergurnakan metode wawancara, pengedaran
kussioner dan pengamatan observasi serta stud:
kepustakaan/dokumentasi yang ada. Data dan informasi vyang
diperoleh <selain diolah dan dianalisa secara diskriptif
juga dianalisa dengan statistik non parametrik untuk

menguiji hipotesis.
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Hasil penelitian ini membuktikan semua hipotesis

yang diajukan diterima, adalah :

4
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Perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah
ulavyat akan memperlemah hubungan kekerabatan. Hal
ini terlihat dari bertukarnya orang yang menguasai dan
menggunakan serta  mengawasi tanah ulayat sebelum  di
sertifikatkan dan sesudah disertifikatkan .Dengan
adanya pertukaran tersebut menyebabkan renggangnya
hubungan kekefabatan dan seterusnya akan memperlemah
hubungan kekerabatan. Dengan demikian perubahan pola
psnguasaan dan pengawasan tanah ulayat akan

mempar lemah hubungan kekerabatan.

Fengukuhan pemiliKan tanszh ulayat suku secara
perorangan memperc=pat terjadinya perocbahan pola
penguasaan dan  pola penggunaan  tanah ulayat.
Kenyataan ini terlihat dari pengatruh keberadaan serti-—
fikat, karena individu yang memiliki sertifikat
berhak secara hulbum untuk menguasi dan menggunakan
serta mengawasi tanah yang telah disertifikatkan atas
namanya, sshingga individu vyang lainnya dalam  suku
terssbut sudah tidak mempunyai hak lagi. Hal inilah
vang menyebabkan pengukuhan pemilikan tanah uwlavat
suku secara perorangan akan mempercepat terjadinya
perubahan pola penguasaan, penggunaan dan pengawasan
tanah ulavyat.

¥eterbukaan macsyarakat menerima perubahan yang terjadi

akan memperlemah hubungan kekerabatan. Feterbukaan
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masyarakat menerima perubahan, terlihat dari pengaruh
keberadaan sertifikat yang dapat menguatkan hak bagi
pemegangnya untuk menguasai dan mengunakan serta
mengawasinya sehingga pemilikan bersama telah berubah
menjadi pemilikan secara perorangan.

Disamping itu kebutuhan akan sarana pelayanan umum
membutuhkan tanah, sehingga jumlah tanah vang dikelola
oleh suku semakin berkurang. Kenyataan ini
mengakibatkan pertengkaran antara mamak dan kemenakan
cserta saudara satu suku. Hal ini mengakibatkan
hubungan diantara mereka makin merenggang.

Adanya perubsahan tanggung Jjawab mamak, menyebabkan
hapak {(sumenda) lebih dekat dengan anak dan istrinvya,
kenyataan ini mengakibatkan hubungan mamak dengan
Lemenakan serta saudaranya makin renggang.

Dengan demikian perubahan—perubahén yang terjadi akan

memperlemah hubungan kekerabatan.
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penelitian ini.

Di=adari sepenuhnya bahwa dalam laporan penelitian
ini masih banvyak ferdapat kekurangan / kelemahan vyang
perlu disempurnakan menurut semestinva. 0Olsh sebab itu
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RAR I

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang penting bagi manusia
karena manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah
dan memperoleh bahan makanan dengan cara mengolah tanah.

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa
menarik perhatian karena menyangkut gérbagai aspelk
kehidupan. Fada negara yang sedang berkembang pengbidupan
rakyat masih dititik beratkan pada sektor agraris, karena
rakyat masih menggantungkan penghidupan dan
penghasilannya pada usaha-usaha dibidang pertanian.

BRertambahnya penduduk menyebabkan kecenderungan
berkurangnya tanah untuk digarap, kebutuhan tanah untuk
keperluan pembangunan juga harus mendapat perhatian dalam
rangka mehcapai masvyarakat adil dan makmur berdasarkan
Fancasila.

Masyarakat vyamg mulanya mengutamakan tanah vyang

subur dan sarana pengairan vang tersedia, dengan semakin

padatnya penduduk  menyebabkan semakin meningkatnya
permintaan atau kebutuhan akan tamah. kKenyataan ini
membuat masyarakat tidak punya pilihan lain untulk

memperhatikan kuantitas (luas tanah) sshingga tanah vyang
pada mulanya tidak diperhatikan karena kualitasnya kurang
baik ,sekarang makin jadi perhatian. Hal ini disebabkan
oleh banyaknya permintaan akan tamnah sebagai akibat dari

peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan
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vang dilaksanakan.

Fertambahan penduduk vyang relatif cepat dalam
jangka waktu vang relatif pendek mendorong penggunaan
ruang dan tanah lebih banyak, sebhingga kebutuban akan
tanah untuk tempat hidup semakin terasa.

Di samping itu tanmah juga dapat menimbulkan
gangguan terhadap keamanan dan hubungan sosial
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh spekulasi tanah dan-
timbulnya sifat individualis dari masyarakat terhadap
penggunaan dan penguasaan tanah.

Sumatera BRarat salah satu hropinéi yang ada di
Indonesia merupakan daerah yang mempunyai tanah ulayat
sehingga di Sumatera Barat (Minangkabau) tidak ada
tutupan muka bumi yang tidak dipunyai orang mﬁlai dari
pinggir pantai, pinggir danauw, daerah aliran sungai
hbahkan sampai ke puncak bukit/pegunungan ada penguasanya.

Hubungan antara perorangan dengan tanah di Sumatera
EBarat pada mulanya bersifat penguasaan, hanya sebagian
kecil saja vyang bersifat pémilikan dalam arti milik
pribadi. Hal ini memperlihathkan keunikan dalam
pengelolaannya.

Walaupun anggota masyarakat tidak mempunyai milik
pribadi namun masyarakat atau seseorang dapat mengolah
tanah vang merupakan milik kaumnya (milik bersama) dengén_
tanpa diganggu oleh anggota kaumnya yang lain. Alipuar
dan Hamdan (1977/1978) mengemukakan, pada hakekatnya hak
milik dalam masyarakat Minangkabau adalah hak menikmati,

dimana pembatasan antara hak milik dan hak menikmati itu
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adalah Suatu tanda dimana tanah ulayat (suku) dikerjakan
secara pernraﬁgan oleh anggota suku.

Hak mén;kmati tanah juga berlaku untuk lahan baru
(meneruko). Tanah yang baru dibuka tersebut merupakan
milik baru bagi anggota kaum si pembuka lahan dan
penguasaannya berada di tangan mamak.

Fenguasaan tanah oleh seseorang selalu dapat
dilaksanakan sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan,
tetapi apabila tamnah tersebut diterlantarkan maka tanah
itu akan kembali menjadi tanmah kaum atau tanah ulavat.
Sehingga tanah tersebut terbuka bagi anggota kaum lainnya
untuk melakukan pengolahan dan mengikatkaﬁ diri- dengan
tanah uwlayat yang diterlantarkan tersebut.

Saat sekarang, penduduk semakin padat dan
pembangunan berjalan sangat cepat sehingga banyak tanah
ulayat vang terdesak dan harus dilepaskan dengan alasan
untuk pembangunan.

Tanah ulayat yang selama ini dikuasai secara turun
temurun berdasarkan garis keturunman Ibu  (matrilinial)
harus diserahkan pada pelakéana pembangunan, apakah itu
individu, swasta maupun pemerintah.

Di samping itu  banvyak para penghulu suku
menyelewengkan kekuasaannya sehingga tanah yang dikuasai
secara kumunal akan menjadi milik individu.

Froses pemindahan hak atas tanah vyang disebabkan
oleh terjadinya peningkatan kLegiatan pembangunan dan

pertambahan penduduk serta penyelewengan kekuasaan



menyebabkan adanya gejala vyang timbul di masyarakat
Minangkabau untuk dengan mudah mentransfer tanah baik
dari segi penggunaannya maupun dari segi pemilikkannya.
Hal ini tidak mustahil akan terjadi penduduk asli vyang
semula memiliki tamah ulayat akan menjadi penyewa atau
berangsur—-angsur pindah. Semuanya ini tentu akan
menyebabkan terjadinya perubaban dalam sistem kekerabatan
masyarakat Minangkabau.

Dengan terjadinya perubahan tersebut permasalahan
yang perlu diperhatikan dalam menelusuri Dampak
Fembangunan terhadap Tanah Ulayat di Sumaatera Barat
adalah perubahan—-perubaban yvang timbul dalam masyarakat
Minangkabau dengan adanya keinginan masyarakat untuk
memiliki tanah secara individu sehingga berkurangnya
pemilikan secara kumunal.

Untuk melihat permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirinci sebagai berikut :

‘1. Bampai seberapa jauh telah terjadi perubahan penguasa-
an tanah ulayat dari milik bersama ke milik individu.

2. Sampai seberapa jauh telah terjadi perubabhan bhubungan
kekerabatan dengan terjadinya pergeseran status
penguasaan tanah secara bersama menjadi milik

individu.

Al
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Eagaimana sikap ataupun persepsi masyarakat dalam

menghadapi perubahan yang timbul akibat pembangunan.

Dalam rangka mencari jawaban permasalahan di atas

maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap
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latar

Minangkabau.

belakang kebudayaan dan adat

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Tanah Ulayat di Sumatera Rarat mempunyai

FPenelitian

sebagai berikut :

Terhadap Fenguasaan

Daerah

operasional penelitian

Tanah Ulayat di

istiadat

Dampak Fembangunan Terhadap

ruang

Dampak

Sumatera

masyarakat

Fenguasaan

lingkup

FPembangunan

Rarat,

sasarannya adalah masyarakat asli Minangkabau yang berada

di Sumatera BRarat.

Barat

buah kabupaten dengan perincian sebagai berikut

kotamadya
kotamadya
kotamadya
kotamadya
kotamadya

kotamadya

Bila

meliputi enam (6)

Fadang

Solok

Bukit Tinggi
Fadang Fanijang

Sawah Lunto

Payakumbuh

ditinjau dari

Secara administratif Propinsi Sumatera

buah kotamadya dan delapan (8)

Fadang Fariaman

Hukum

Datar
Kota

Sijunjung

Adat

a. kabupaten

b. kabupaten Agaﬁ

c. kabupaten Tanah

d. kabh. Lima Puluh

2. kab. Sawahlunto

f. kabupaten Solok

g. kabupaten Fasaman

h. kabupaten Fesisir Selatan
segi kesatuan

Minangkabau maka daerah yang didiami terbagi atas :

1.

~x
L W

o4
P )

Daerah Luhak

Daerah Luhak Agam

Daerah Luhak

Tanah Datar

Lima Fuluh Kota



4. Daerah Rantau Fesisir dan Pedalaman

Setiap daerah kesatuan masyarakat hukum Adat
Minangkabau diatas terbagi atas Nagari—-nagari. Namun
setelah beflakunya U No. 3 th 1979 tentang sistem
pemerintahan desa, maka nagari-nagari tersebut terpecah
menjadi sejumlah desa. Dalam:hal ini desa—-desa dimaksud

merupakan objek penelitian.

C. Tujuan Fenelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah
Secara umum = Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh
pengertian vyang lebih baik tentang dampak pembangunan
terhadap penguasaan dan penggunaan tanahbh ulayat suku péda

/
masyarakatrﬁinangkabau di Fropinsi Sumatera Barat.

Secara khusus : Dengan penelitian ini diharapkan dapat

diketabui proses perobahan pola penguasaan dan penggunaan
tanah ulayat suku serta dampaknya terbhadap kehidupan
sosial masyarakat Minangkabau. Sehingga diperoleh
pengertian dan gambaran tentamg bagaimana masyarakat
menanggapli tantangan sosial dari keadaan lingkungan vyang
berubah akibat pembangunan dan bagaimana kecenderungan
dalam péngﬁasaaan dan penggunaaan tanah ulayat suku.
Serta bagaimana kecenderungan persepsi = masyarakat
terhadap tanah ulayat dengan pesatnya kegiatan

pembangunan saat ini.



D. Manfaat FPenelitian

1. Dengan ditemukannya kecenderungan pola penguasaan dan
pola penggunaan tanah ulayat suku di masyarakat
Minangkabau dalam pembangunan, maka diharapkan dapat
memberikan informasi yang tepat dan memadai tentang
pengelolaan lingkungan sosial yang menvangkut dengan
penguasaan dan penggunaan tanah ulavat.

2. Dapat menunjukkan kecenderungan - kecenderungan
dengan segala latar belakang dan penyebab perubahan
pola penguasaan dan penggunaaan tanah ulayat suku

- serta akibatnya terhadap kehidupan sosial budavya.

E. Asumsi
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukalkan
di atas maka perlu dikemukakan asumsi :

"Setiap masyarakat asli Minangkabau mempunyai tanah

ulayat”.

F. Hipotesis
Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini, maka diajukan hipotesis
sebagai berikut :
1. Ferobahan pola penguasaan dan penggunaaan Tanah Ulayat
suku akan memperlemah hubuﬁgan kekerabatan.
2. Pengukubhan pemilikan tanah ulayat suku secara per-
orangan mempercepat terjadinya perobahan pola
penguasaan dan penggunaan . - tanah ulayat.,

F. Keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang terjadi



akan memperlemah hubungan kekerabatan.

G. Fenjelasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi vyang berbeda-beda
terhadap istilah vyang digunakan dalam penelitian ini,
maka perlu diberi penjelasan,. istilah-istilah yang
dimaksud adalah sebagai berikut :

Pembangunan adalah usaha sadar dari manusia untuk
melakukan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraannya disegala sektor kehidupan.

Yang dimaksud dengan dampak pembangunan dalam
penelitian ini adalah perubahan yang diakibatkan oleh
suatu kegiatan pembanguann baik fisik maupun non. fisik
terhadap sistem kekerabatan hukum adat Minangkabau.

Fenguasaan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah pola penguasaan tanah ulayat yang diatur menurut
ketentuan—-ketentuan hukum adat Mipangkabau. Sedangkan
yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah hak atas tanah
yang menurut hukum Adat Minanghkabau.

Sumatera PBarat yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah Masyarakat Mipangkabauw yang berada di Frovinsi
Sumatera Barat.

Sistem kekerabatan yvang dimaksud didalam penelitian
ini adalah hubungan kekerabatan yvangd terbentuk
berdasarkan adanya pertalian darah menurut .garis
keturunan matrilinial yang meliputi hubungan antara mamak
dengan kemenakan dan  antara adik dengan hkakak serta

antara anak dengan kemenakan.



Mamak adalah saudara 1laki-laki dari ibu yvang
berfungsi sebagai orang vyang bertanggung jawab terhadap
keberadaan keluarga matrilinial dan menjaga harta pusaka.

Mmak dikenal juga dengan mamak hkepala waris.



BAR II.

TINJAUAN FUSTAKA

Fembangunan pada hakekatnya adalah pengubahan
lingkungan baik 1lingkungan biofisik maupun lingkungan
sosial budaya dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat (Soemarwoto, 1991 H 233).
Selanjutnya ﬁismédi (1987) mengemukakan bahwa pembangunan
merupakan upaya yang terencana untuk mengaaakan perubahan

kearah vyang 1lebih baik. Dari dua pendapat di atas

mengemukakan bahwa pembangunan akan menyebabkan
terjadinya perubahan—perubahan. Fendapat yang sama juga
disampaikan oleh Smetser dalam Weiner (1980) yang

mengemukakan pembangunan menimbulkan perubahan-perubahan

yang antara lain terlihat dalam :

1. Ridang pendidikan vang terjadi pada saat masyarakat
berusaha mengurangi angka buta bhuruf dan meningkatkan
keterampilan yang membawa hasil-hasil ekanomi.

2. Ridang agama yang terjadi pada saat kepercayaan seku-
ler mulai menggantikan agama—agama tradisionil.

Z. Bidang peolitik terjadi pergeseran sistem dan kewibawa-
an kepala suku dan desa 'yang sederhana digantikan
dengan diperkenalkannya pemiliban umum, kepartaian,
perwakilan dan birokrasi pemerintah.

4, Lingkungan keluarga, pada saat unit-unit kebudayaan

kekeluargaan yang luas mulai menghilang.

o

Dalam stratifikasi, mobilitas geografis dan sosial

- 10



cenderung untuk merenggangkan sistem hierarki lama

yang dibina setara tuwrun—temuwrun.

Disamping pembangunan menimbulkan perubahan dalam
bidang—-bidang sosial pembangunan dapat juga menimbulkan

pefubahan dalam pola penguasaan dan pemilikan tanah.

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting
bagi manusia. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan
dari tanmah, karena tanah mempunyai arti yang sangat
penting bagi kehidupan manusia. Manusia berasal dari
tanah dan hidup di atas tanmah serta memperoleh bahan
makanan atau pangan dengan cara mengolah tanah.

Tanahi dapat menimbulkan permasalahan di bidang
sosial, ekonomi dan politik karena kegiatan pertanian
memerlukan tanah, membangun sarana umum memerlukan tanah,
pertambahan penduduk jugé membutuhkan tanah untuk diga-
rap. Malthus mengatakan pertambahan jumlah manusia akan
lebih cepat dari pertambahan pangan (subsistem). Dimana
pertambabhan subsistem akan mengikuti deret hitung dan
pertambahan manusia berdasarkan deret ukur (Rusli, 1983).
Hal ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran terhadap
kemampuan sumber daya alam tanah yang tidak akan mendu-
kung pertambahan manusia yang meningkat dengan cepat.

Pertambahan penduduk yang demikian akan menimbulkan
tekanan vyang cukup berat pada tanah. LUntuk tercapainya
ketentraman dan adanya Jjaminan dalam penguasaan dan
pemanfaatan tanah mepuntut adanya pengaturan dalam pe-

manfaatan dan pengelolaannva.
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Dalam masyarakat Minangkabau, kelompok kekerabatan
terkecil adalah "se—-ibu" (semande) yaitu mereka yang lahir
dari ibu yang sama dengan pimpinan saudara laki-laki yang
disebut mamak. Selanjutnya gabungan dari kelompok semande
(se—ibu) disebut "saparuik" (satu perut) yang biasanya di
hitung sampai lima keturunan.

Kelompok kekerabatan satu perut yang mendiami satu
daerah tertentu disebut kampung, vang dipimpin oleh
seorang penghulu, yaitu salah seorang dari  mamak. Fila
kelompok kekerabatan ini lebih besar maka disebut suku.
Kata suku ini berarti sama dengan seperempat dan karena
itu pula setiap nagari kita Jumpai paling kurang ada empat
suku.

Masyarakat Minangkabau yang memakai garis
keturunan matrilinial diatur oleh adat Minangkabau. Yang
dimaksud dengan adat Minangkabau ialah suatu susunan
peraturan hfdup yvang diatur dengan kata—-kata. Orang tua-
tua dahulu menamakan susunan peraturan hidup, yang diatur
dengan kata-kata adalah hasil ciptaan nenek moyang suku
bangsa Minangkabau sewaktu di Negeri Pariangan Padang
Fanjang. Fenyusunan adat Minangkabau ini, telah dilakukan
jauvh sebelum agama Islam masuk ke Minagkabau.

Keterangan di atas, menjielaskan bahwa adat
Minangkabau itu dibuat dan disusun sebelum masuknya agama
Islam ke Minagkabau. Setelah agama Islam masuk ke

Minangkaban pendirian adat tidak hancur mel ainkan



!
W

bertamabah kuat dan kokoh. Hal ini dinyatakan di dalam
prinsipnya vyaitu : "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi
Kitabullah, Syarak - Menyatakan, Adat Memakai". Dengan
demikian nyatalah bahwa antara adat Minangkabau dengan
agama Islam terdapat suatu kesatupaduan vyang saling
menunjang dalam membina masyarakatnya. Justru itu pula
dapat ditegaskan bahwa setiap orang vang menjalankan adat
Minangkabau haruslah beragama Islam, kLarena adat
Minangkabau itu sejalan dengan Islam. Dengan kata lain
masuknya agama Islam ke masyarakat Minangkabau merupakan
rahmat Allah bagi masyarakat Minangkabau, karena agama
Islam itu menyempurnakan adat Minagkabau.

Peraturan adat Minangkabau tersebut berurat berakar
dan menjiwai kehidupan anggota masyarakat Minangkabau. Hal
ini diungkapkan dalam pepatah adat " Hidup Dikandung Adat,
Mati Dikandung Tanah". Karena peraturan adat itu tidak
tertulis, maka aturan—aturan itu dihatal oleh
penghulu/ninik mamak, vyang berfungsi sebagai penghulu
adat. Pengﬁulu—penghulu itulah'yang menjaga dan memelihara
serta mengembangkan aturan—aturan yang terdapat dalam adat
Minangkabau. Justru itu dikatakan pula "Penghulu Memegang
Adat, Memegang Teguh Hulu Adat Tampuk Lembaga". Seluruh
peraturan—peraturan adat itu, merupakan undang—undang
yvang menyusun anggota masyarakat Minangkabau.

Susunan masyarakat dalam adat Minangkabau dapat
dibedakan dua macam yaitu :

1. Kelarasan adat Budi Caniago.
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Ferluasan adat Budi Caniago adalah menurut sistem
vang diseponsori oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. 0Oleh
sebab itu, sistem ini disebut juga kelarasan. Datulk
Ferpatih. Menurut sistem ini, kedudukan penghulu sama
tinggi, sama rendah, dan demikian pula susunan nagari.
Dalam sistem ini kehidupan yang beraja dan berdaulat
kepada mufakat atau musyawarah. Hal ini diperbuat agar
Lemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada
penghulu dan penghulu beraja kepada mufakat. Keterangan
ini menunjukkan bahwa sistem kelarasan Budi Caniago sama
dengan sistem demokrasi vang dianut oleh Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Eelarasan adat Koto Filiang

Kelarasan adat Koto Filiang adalah menurut sistem
vang “dipelopori oleh Datuk Ketemanggunggan. 0Oleh karena
itu juga disebut keselarasan Datuk Ketemanggungan. Dalam
sistem ini terlihat susunan masyarakat yang berbentuk
kerajaan, mempunyz2l raja sebagai kepala kekuasaan.

Dalam Tambo dijelaskan bahwa kedua sistem adat vyang
dikemukakan di atas mempunyai daerah kekuasaan tersendiri
vang diungkapkan dalam pepatah :

Luhak ba panghulu (Luhak berpenghulu)

Rantau ba rajo (Rantau baraja)

Tagak samo tinggi (Berdiri sama tinggi)
Maksudnya adalah pemerintahan daerah luhak dikuasai oleh
Pernghulu, dan daerah rantau dikauasai oleh Raja sedangkan

keduanya mempunyai kedudukan yang sama.



Palam daerah-daerah luhak, Penghulu vang berkuasa
bukan Raja Pagaruyung. Di atas daerah luhak yang tiga itu
vaitu, Tansh Datar, Agam dan Lima Puluh Kota berlaku hukum
adat sistem kelarasan Datuk Perpatih Nan Sebatang vyang
berdaulat ke mufakat/musyawarah. Susunan vang diatur
demikian menimbulkan bentuk dewan perwakilan rakyat
bertingkat tiga yaitu :

- Sidang Kerapatan Adat Nagari

- Sidang Kerapatan Lingkungan Luhak

— Sidang Kerapatan Luhak Nan Tiga

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa susunan
pemerintahan Luhak MNan Tiga itu mengikuti pola sistem
demokrasi vang dikenal dewasa ini. Dimana antara sesama
anggota masyarkat mempunyai hak dan kewajibab yang sama,
tidak ada perbedaan antara golongan vyang satu dengan
golongan vyang lainnya. Kekuasaan yang tertinggi terletak
pada keputusan mufakat/musyawarah bersama. Sedangkan dalam
daerah hukum rantau memakai sistem beraja vyang berarti
setiap nagari yang berada dalam daerah vang menjadi rantau
dari Luhak Nan Tiga disekeliling alam Minangkabau 1ini,
menjalankan adat kelarasan Datuk Ketemanggungan yang
menjunjung tinggi "Daulat Tuanku", di Pagaruyung. Semua
raja-raja kecil ditiap nagari daerah rantau seakan—akan
membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi
pemberian upeti itu tidak langsung, melainkan berjenjang
naik melalui perwakilan—perwakilan kerajaan Fagaruyung
ditiap-tiap kepala rantau.

Darwis Thaib Dt. Bandaro dalam bukunya Seluk Beluk



Adat Minamgkabau menyatakan studi adat Minangkabau
berpedoman kepada tungku yang tiga sajarangan yaitu :

— Alue patuik (alur patut)

- Anggo tanggo (anggaran tangga)

— Rasa pareso ( raca periksa)

Fengertian alur patut, adalah menempatkan sesuatu
pada tempatnya. Kata—-kata alur patut menjadi tatah pahatan
atau sumber perundang—undangan dalam timbang menimbang
untuk mengambil keputusan hukum adat guna menempatkan
sesuatu masalah, keadaan dan peristiwa supaya terletak
pada tempatnya masing—-masing. Hal ini ditegaskan oleh kata
pusaka vaitu :

~ Ba-undang kapado alue patuik

(Berundang kepada alur patut)

— Ba-hukum kapado raso pareso

{Berhukum kepada rasa periksa)l

Cara perfikir, menimbang dan memutuskan menurut
tatahan alur patut itu membentuk tujuan hidup mencari
keseimbangan gerak hidup, sikap, tindakan serta tingkah
laku dalam masyarakat. Tujuan hidup yang mengarah kepada
keseimbangan atau keharmornisan 1itu menumbuhkan cinta
kepada rukun damai, aman sentosa dan adil makmur dalam
lubuk hati orang Minangkabau. Hal ini diungkapkan pula:
dalam pahatan kata petiti yaitu :

Nagari aman kampung sentosa;
Padi mgsak jagung menjadi;

Ternak berkembang biak;



Bapak kaya ibu bertuah;
Mamak dihormati orang pula.

Pétitih vang dikemukakan di atas merupakan tujuan
idaman hati ninik mamak/pemangku adat vyang bersendikan
alur patut. Sedangkan melakukan alur patut secara
perundang—undangan dalam timbang menimbang sesuatu, baru
dikatakan berhasil mencapai keputusan bila'sudah terletak
pada tempatnva.

Sidang mufakat atau rapat berunding untuk
mempertimbangkan segala sesuatu menurut sepanjang adat,
maka "alue patuik" itu harus berpedoman kepada satu
"ukuran yang diakui bersama", dengan kata sepakat untuk
menetapkan keputusan, bahwa segala sesuatu itu betul sudah
terletak pada tempatnya. Keputusan yang ditetapkan dengan
"ukuran yang satu" itu dengan landasan "alue patuik" dalam
timbang—menimbang adalzh menjadi kepusan vyang bulat.
Ukuran vyang satu dan berkesamaan (sejalan) untuk menjadi
pedoman dalam melakukan. "alue—patuik”™ dimaksud dalam
timbang menimbang dinamakan "“anggo—tanggo".

Tungku vang ke dua dari tungku yang tiga sejarang
adalah "“anggo—tanggo" vang berarti “"ketentuan pokok",
misalnya; angaran biaya, artinva ketentuan pokok biayas
Anggaran dasar dan tujuan artinya ketentuan dasar dan
%ujuan. Dalam anggaran dasar sesuatu perkumpulan itu.

Anggo adat berarti ketentuan pokok dari adat. Kata
anggo mengandung beberapa ketentuan.pokok adat yang diberi
tatah dengan sejumlah pahatan kata/norma atau patolkan

hukum yang dinamakan petatah (peﬁé{éhxﬁTfﬁrnar“T cnn

[}
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Segala pepatah/pantun pepatah berisikan ukuran untuk
menentukan susunan pokok adat dan susunan pokok-pokok
adat itulah yang dinamakan “baris adat".

Jadi dalam 1lubuk kata-kata Yanggo" berisikan
tumpukan pepatah yang menjadi pahatan kata, seperti bahb
yvang berisikan pasal—-pasal ketentuan pDEDk dari dasar adat
dan landasan adat. Dasar atau landasan itu bisa disebut
dengan tungku 1limbago. Dengan demikian anggo—tanggo
berarti bahagian tungku limbago ke—dua. Justru itu "anggo"
yang mengandung kesimpulan pepatah—-pepatah itu menjadi
ukuran untuk menentukan baris.

Di atas "anggaran dasar" vang bernama "anggo" itu
dibuat peraturan "rumah tangga"” yang bernama "tanggao”.
Anggo diatur dengan tanggo meniadi "anggo—tanggo".Bahagian
tungku ke dua vyang bernama "anggo—-tanggo” 1ini  adalah
merupakans "anggaran dasar dan peraturan rumah tangga",
yang dalam istilah adat disebut "limbago nan sepuluah”
(lembaga vyang sepuluh). Inilah pedoman ber—alur patut
dalam berfikir, menimbang, memutuskan dan bertindak
sebagai sikap anak Minang dalam hidup ber—adat. Seseorang
yang tidak begitu sikap hidupnya, dikatakan "tak tahu di-
anggo tanggo”. .

Tungku ke tiga dari tiga tungku sejarangan adalah
"rasu—ﬁareso" (rasa—-periksa). Raso atau rasa atau perasaan
adalah perasaan manusia. O0leh karena manusia itu adalah
suatu makhluk hidup yang tertinggi di antara makhluk hidup

yvang lainnya dialam ini, lantaran akalnya maka manusia itu
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mempunyai perasaan istimewa yang bernama "rasa

perikemanusiaan®”. Salah satu dari rasa tersebut adalah

Ybudi”.
Tentang "budi" ini diungkapkan dalam pepatah adat:

Dek ribut runduklah padi

Bak cupak Datulk Tamanggung

Hidup kalau tak berbudi

Duduk tegak kemari tanggung
yang menjadi pahatan kata dari pepatah di atas adalah
"budi baik™. "Budi baik" i1tu adalah terpandang <sebagai
suatu yang bernilai besar dalam tinjauan.hidup adat. Budi
baik itu adalah dalam rasa pgri kemanusiaan yang
terkandung dalam "lubuk hati nurani" manusia. O0leh karena
itu maka "budi baik" merupakan satu bentuk rasa dari
berbagai ragam perasaan kemanusizan. Bentuk rasa vyang
berupa budi baik itulah yang dikatakan "rase" tumbuh di
dada. |

"Pareso" (periksa atau pemerilksaan) adal ah

menyelidiki keadaan sesuatu dengan teliti, untuk
mengetahui keadaan vyang sebenarnya dari sesuatu itu.
Femeriksaan artinya adalah mencari keberaran. . Untuk
mencari kebenaran itu diperlukan ilmu pengetashuan. Yang
dimaksud dengan pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu
untuk mengetahui dengan peme?iksaan teratur supavya
berhasil dengan baik untuk mendapatkan kebenaran itu.
Sebagai ilmu vang teratur, ia merupakan susunan dalam
pikiran, sebagai alat untuk berpikir atau mel akukan

pemikiran. Melakukan pemeriksaan dengan pemikiran itulah



yang dimaksud "pareso".

Kesimpulan arti dari ‘"“raso—-pareso” adalah suatu
tinjauan hidup berdasarkan "budi baik" menurut pemeriksaan
dan pemikiran vyang teratur. "Raso" itu tumbuh dengan
bentuk "budi baik" dalam lubuk perasaan kemanusiaan yang
bertempat di hati nurani, yang tersimpan didalam dada.
"Pareso” itu timbul di atas telaga pemikiran otak vyang
terletak di ruang kepala. Justru karena itu "raso—pareso”
yvang berdasarkan "budi baik" tersebut menjadi sumber hulkum
adat, <seperti vyang dimaksud oleh kata pusaka vyaitu ba-
hukum kepada "raso—pareso” (ber—-hukum kepada rasa—-periksa)
artinya segala hukum adat bersumber kepada "raso—pareso”.

Berdasarkan sendi-sendi adat Minangkshau seperti di
atas, maka nenek moyang suku bangsa 1ini menetapkan
beberapa patokan tujuan hidup orang Minangkabau yaitu :

1. Hiduik ba—-jaso (hidup berjasa)

2. Mati ba—-pusako (mati berpusaka)

Hal ini dinyatakan dengan kata pusaka berikut :

Gajah matil meninggalkan gading,

Harimau mati meninggalkan belang,

Manusia mati meninggalkan nama.
Yang dimaksud "manusia mati meninggalkan nama"™ adalah
bahwa seseorang manusia itu, bila dia telah mati,
hendaklah meningalkan, tuah, jasa baik, sshingga namanya
lama dikenang orang yang hidup. Dengan kata lain bahwa
seorang Minang hendaklah dapat meninggalkan/mempusakakan

nama baik jika ia telah meninggal dunia. "Mati berpusaka”



artinya Jjika mati, harus meninggalkan pusaka elok/baik.
Tujuan hidup r"mati berpusaka” merupakan hubungan sebab
akibat dengan "hidup berjasa”.

Tujuan hidup, "hidup berjasa, mati berpusaka”,
menurut sepanjang adat itu, pada mulanya berasal dari
suatu tinjauvan "hidup baraka, mati bakirao", terhadap
suasana alam dan peristiwa manusia. Orang Minangkabau pada
zaman dahulu mengambil segala vyang terjadi di alam
sekitarnya sebagai suri-teladan untuk mengatur peristiwa-—
peristiwa masvyarakat. Ini diungkapkan "alam takambang
jadi guru” {alam terkembang menjadi guru). Peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada alam ini dijadikan oleh orang
Minangkabau sebagai "guru", untuk dicontoh, atau disuri
teladani (adat basuri batuladan) maksudnya tinjauan
hidupnyapun mengambil contoh kepada alam sekitarnya.

Berpedoman kepada wraian di atas maka dapat
disimpulkan bahwa tujuan "hidup bajaso"” akan menimbulkan
kemauaﬁ hidup berjasa, dan tujuan "hidup bapusako" akan
menggerakkan kegiatan kerja keras untuk mencapai hasil
yvang herlipat ganda. Dengan demikian, maka pengertian
"hidup bajaso., mati bapusakao” adalah suatu tujuan hidup
berdasarkan budi baik yang menimbulkan kemauan untuk hidup
berjasa dengan bekerja keras, supaya hasilnya dapat
dipusakakan bagi kemanfaatan masyarakat kesatuan secara
turun temurun. Dengan dasar latar belakang kepada tinjauan
dan tujuan hidup seperti itu, maka disusunlah "adat" oleh
nenek  moyang sSuku bangsa Minagkabau dahulu  kala untuk

mengatur masyarakatnya dalam hidup berkampung dan
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bernegari, sehingga menimbul kan suatu kebudayaan
Minangkabau.

Dari uraian di atas terlihat seluk beluk hukum adat
Minangkabau dalam pengaturan kehidupan masyarakatnya.
Namun dengan adanya dinamika maéyarakat dan pertambahan
pendudulk serta munculnya nilai-nilai baru yang menyebabkan
terjadinya perubahan pandangan dalam kehidupan masyarakat
Minangkabau. Perubshan pandangan ini tentu juga terjédi
pada tanah.

Tanah dulunya merupakan media pemersatu dan
berfungsi dalam mempertahankan keberadaan masyarakat Hukum
Adatnya. Dalam Hukwum Adat Minangkabau tanah merupakan
titik +tolak dalam hubungan kekerabatan , karena tanah
dapat memenuhi kebutuhan seshari-hari anggota keluarca dan
memenuhi kebutuhan seremonial serta sosial lainnya.

Femanfaatan tanah vang pada mulanya terbatas pada
tebutuhan atau tuntutan kehidupan yang Qtama vaitu sandang
pangan dan papan tetapi dengan peningkatan peradapan
manusia mulai berlomba-lemba untuk memenuhi  kehidupannya.
Hal ini +terlih at dengan selalu meningkatnya kegiatan
manus=sia dalam pelaksanaan pembangunan.

Frogram—program pembagunan yang dilaksanakan
menyebablkan meningkatnya kebutuhan akan tanah baik untuk
pembéngunan sarana maupun  prasarana. {egiatan ini
mendorong terjadinya penyalah gunaan tanah seperti dari
tanah pertanian menjadi areal pemukiman dan setelah itu
menjadi pusat pelayanan masyarakat, sesuail dengan rencana

pembangunan vyvang telah diterapkan untuk suatu daerah
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tertentu. Hal inilah yang menyebabkan perobahan pandangan
masyarakat Minangkabau terhadap tanahnya. Tanah yang
semula hasilnya ditujukan untuk kepentingan bersama secara
berangsur—angsur hilang dan muncul bentuk baru yang
dilandasi pandangan rasional dan berorientasi kepada nilai
ekonomis.

Dalam masyarakat Minangkabau hak atas tanah terdiri
dari : Pusaka Tinggi, Pus%ka Rendah, Ulayat Magari, Ulayat
Suku dan harta pencaharian. Pengaturan hak dan penguasaan
atas tanah hampir sama banyaknya dengan jumlah bangsa yang
ada di dunia. Nalauﬁun demikian pada prinsipnya pengaturan
penguasaan atas tanah dapat digelongkan atas dua bagian @
(1) peraturan vanag diciptakan oleh penguasa yaitu dalam
bentuk undang—undang dan peraturan yang hidup dan dipatﬁhi
masyarakat, (2) hukum adat yang diwujudkan dari adanya adat
kebiasaan dalam masyarakat.

G.0. Willinch dalam tulisan Mahyudin Saleh ( 1272)
mengatakan bahwa Hukum Adat Minangkabau tidak ada
seiengkal tanahpun yang tidak berpunys, berapapun luasnya
tetap akan ada pengusasanya hbaik oleh suatu kaum yang
dikatakan ulavat mauvpun harta penczaharian akan tetapi tak
terlepas dari pengaruh  kaum dimana yang bersangkutan
menjadi anggotanvya.

Selanjutnya Willinch mengatakan hubungan antara
crang Minang dengan tanahnya sama tuanya dengan timbulnya
nagari dan oleh karenanya tidaklah mudah bagi mereka untuk

melepaskan diri dari tanah tersebut.
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Eratnya hubungan masyarakat denagan tanah berpangkal
pada pokok fikiran bahwa tanmah adalah sumber hiqup yaﬁg
utama, vyang memberikan hidup kepada manusia. Untuk
memahami hubungan yang demikian perlu digambarkan bahwa
tanah vyang didudukinya adalah tanah dimana darabhnya
tertumpah ketika mereka dilahirkan, dari mana mereka
memperoleh makanan untuk hidup, dari mana muncul air
sebagai salah satu syarat untuk kehidupan dan akhirnya
dimana jasadnya dikuburkan setelah ia mengakhir hidupnya
di atas dunia ini.

Hubungan bhukum vyang terjalin antara masyarakat
dengan tamnah yang ditempatinya itu dipamai hak ulayat.
Frof, WVan Vallenhaven ahli hukum adat menegaskan bahwa

hak ulayat itu adalah beschikhingsrecht yvang berarti

" hak menguasai tanah. Ada dua fungsi hak ulayat atas

tanah :

1. Fungsi ke dalam daerah persekutuan antara lain :
a. Anggota — anggota persekutuan hukum mempunyai hak-

hak tertentu atas objek hak ulayat tersebut

1. Hak atas tamah : hak membuka tamah ., hak memungut
hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.

2. Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan
lain-lain.

Z. Hak atas butan : hak berburu, hak mengambil bhasil
butan dan sebagainvya.

b. Kembalinya hak ulayat atas tanah—tanah dalam hal

pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal
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tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah
punah.

c. FPersekutuan menyediakan tamah untuk keperluan per-—
sekutuan umpamanya : tanah perkuburan, tamah jaba-
tan dan sebagainya.

d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-—
transaksi tanah, dalam hal ini dapat dikatakan

kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur.
2. Fungsi keluar daerah persekutuan antara lain :

a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah
(terutama dimana hak ulayat itu masih kuat).

b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah me-
merlukan izin serta membayar "recognitie" atau
"retribusi".

c. Tanggung Jjawab persekutuan atas reaksi adat, dalam
hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya
yvang sipembuatnya tidak diketahui.

EBerdasarkan uraian di atas kedua fungsi di atas
dapat disimpulkan gsebagai berikut : fungsi ke dalam,
dalam arti tamah dimaksud dapat dipakal oleh setiap warga
masyarakat daerah persekutuan sedangkan fungsi keluar,
dalam arti bila tamah itu diperlukan untuk kepentingan
bersama dalam masyarakat daerah persekutuan atau dalam
kepentingan negara/pemerintahb.

Dari fungsi tanah ulayat di atas terlihat bahwa

dalam hukum:- adat Minangkabau, penguasaan tanah dapat
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secara bersama—sama dan tanah boleh diolah secara pero-
rangan. Tetapi bila tanah diterlantarkan atau tidak
diolabh lagi secara intensif maka tamah ini akan Lkembali
dibawah penguasaan suku.

Ferubahan status penguasaan tanah sering terjadi
disebabkan oleh intensifnya penguasaan atas tanah.
Muhammad (1983) mengemukakan bahwa interaksi antara hak
ulayat dengan hak individu antara satu sama lainnya
adalah dalam keadaan mengembang dan mengempis tergantung
intensitas pengolahan oleh individu. Sifat mengembang dan
mengempis penguasaan individu terhadap tanah memperlihat-
kan bahwa pada mulanya penguasaan tamah tidak mengenal
adanya milik perorangan. yang ada hanya hak pakai dan hak
memungut hasil. FPenguasaan atas tanah ini tidak boleh
dipindah tangankan kepada pihak luar. Fungsi keluar dari
hak ulayat dapat terjadi hanya dalam batas hak menyewa
tetapi tidak dalam bentuk memiliki. Hal inipun dapat
terjadi jika seizin masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyali
Ledudukan vyang sangat penting karena tanah merupakan
satu—satunya kekayaan vyang tetap dan sebagai pengikat
kaum (suku). Hubungan yang erat antara manusia dengan
tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat "religis
magis" sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum
adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut
hasil dari tumbuh—tumbuhan dan berburu binmatang yang ada

diatasnya. Hal ini sesuai dengan fatwa adat minangkabau

berbunyi
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Rumpuik nan sahalai {rumput yang sehelai)
Bilalang nan saikua (belalang yang seekor)
Tanah nan sabingkah (tamnabh yang sebingkah)
Fanghulu nan punyo {penghulu yang punya)
Tanah merupakan harta kekayaan yang selalu

dipertabhankan karena wibawa suatu kaum/suku akan sangat
ditentukan oleh luasnya tanah yang mereka miliki. BRegitu
juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang
{suatu kaum) berasal dari suatu daerah, menurut hukum
adat minangkabau asli atau tidaknya seseorang berasal
dari suatu daerah ditandai dengan :

Ado tapian tampek mandi ( ada tepian tempat mandi)

Ado basasck bajarami { ada sawah/ladang vyang

menghasilkan)
Ado bapandam pakuburan { ada tanah khusus yang di-

gunakan untuk makam)

Jika kita perhatikan dalam masyarakat Minangkabau,
maka hak atas tanah meliputi =
1. Hak ulayat nagari vyaitu hak nagari atas tanah yang di-
pergunakan untuk kepentingan umum atau untuk
menyelenggarakan kepentingan umum, yamg penguasaannya
oleh penghulu—-penghulu nagari secara bersama—sama.
2. Hak ulayat suku yaitu hak yang dimiliki dan dikelola
oleh suatu suku secara tuwrun—temurun vyang dikuasai
oleh penghulu—-penghulu dalam persekutuan untuk

kepentingan suku beserta anggotanva.
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. Hak atas tanah pusaka tinggi yaitu hak yang dimiliki
oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari
seluruh anggota kaum dan penguasaannya selalu .berada
pada penghulu pucuk atau datuk sebagai mamak kepala
waris.

4, Hak atas tanah pusaka rendah yaitu hak atas tamah yang
diperoleh seseorang atau suatu "paruik" bérdasarhan
pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu
keluarga berdasarkan pencaharian, pembelian, taruko
dan sebagainya yang telabh diwariskan.

5. Hak atas tanah harta pencaharian yvaitu hak atas tanah
vang diperoleh seseorang dengan pembelian, taruko atau
berdasarkan hasil usahanya sendiri tanpa melalui
pewarisan.

Eerdasarkan hak atas tanah yang ada di
Minangkabau maka hak individu bukanlah hak yang terkuat
dan vang tidak dapat diganggu gugat. Hak individu sangat
ditentukan oleh kemampuannya mengolah dan memungut hasil.
Disinilah terlihat pencerminan dari kekuatan kedalam dari
hak uwlayat. Seseorang boleh saja menguasai dan mengolah
tanah tetapi tidak bisa memiliki atas nama perorangan,
sedangkan kekuatan keluar menunjukkan pembatasan
penguasaan tanah milik bersama kepada pihak luar. Fihak
luar dapat saja memanfaatkan tanah setelah terlebih
dahulu membayar secara adat (adat diisi lembaga dituang),
tetapi hak yang didapat terbatas hak pakai bukan untuk

dijadikan hak milik.
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Fada masyarakat Minangkabau vyang berkuasa atas
tanah adalah mamak. Berkuasa disini berarti melindungi,
menagurus dan mempertahankannya. Sedangkan pemilikan
berada dipihak wanita (Fadusi) dalam keluarga tersebut.
Ini menjelaskan bahwa pemilikan atas tamah berada pada
pihak wanita dan pewarisannya berdasarkan garis keturunan
matrilinial (ibu), tetapi penguasaannya berada dalam
tangan pria (mamak), sehingga terlihat adanya perbedaan
vang tegas antara memiliki dengan menguasai. Dengan
demikian terlihat adanya dua unsur yang mempunyai fungsi
berbeda tapi mempunvyai hubugan yvang saling tergantung
antara satu dengan vang lainnya. Unsur tersebut adalah
Kaum Wanita (Bunde Kanduang) vyang berfungsi sebagai
pemilik atas tanmah dan kaum pria (ninik mamak) dalam hak
menguasai terbhadap tanah.

Menguasai, memelibhara dan mempertahankan hak atas
tanah merupakan kewajiban bagi ninik mamak karena kebera-
daan suatu kaum/suku sangat ditentukan ocleh luasnya tanah
vang dikuasai, bahkan asli atau tidaknya seseorang atau
kaum/suku  berasal dari suatu daerah sangat ditentukan
oleh luasnya tanah vang dimiliki disamping nenek moyang-—
nya sudah tinggal secara turun—temurun di daerah terse-
but.

Kewajiban ninik mamak dalam menjaga tanah vyang
dipunyai sukunya tergambar dari fatwa adat berikut :

Eangso jaan sampai pupuih (bangsa jangan sampai punah)
Manah Jjaan sampai hilang (tanah jangan sampai habis)

Suku jaan sampai baranjak (suku jangan sampai berubah)
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Hak jaan sampai habih (hak jangan sampal habis)

Dalam mempertahankan hak atas tanah, dilaksanakan
secara tuwrun—temurun dengan cara : sako bajawek, warih
basambuik. Untuk menjaga agar daya tampung tanah maka
dalam mésyarakat Minéngkabau pengelolaan atau penggarapan
tanah dapat saja dilakukan oleh anggota kaum dengan sifat
pemilikan sementara. Ini lebih dikenal dengan kabau tagak
kubangan tingga (kerbau berdiri, kubangan tinggal).
maksud dari fatwa adat tersebut adalah apabila vang
mengerjakan/mengolah meninggalkan tapah tersebut, maka
tanah tersebut akan segera kembali kebawah penguasaan
suku/kaum. DPalam hal ini terlihat bahwa anggota kaum
dalam megolah atau menggarap tamnah hanya berupa hak pakai
bukan hak milik, sehingga keutuban tanah ulayat suku dari
segl kuantitasnya akan tetap terjaga dengan baik.

Jika kita perhatikan dalam masyarakat Minanghkabau,
perpindahan hak untuk selama-lamanya (menjual) tidak
dibenarkan. Perpindahén yang umumnya terjadi hanyalah
perpindahan untuk sementara waktu seperti : pagang, gadai
dan sewa.

Ferpindahan hak atas tanah dalam bentuk pagang dan
gadai merupakan suatu cara dalam masyarakat hukum adat
Minanghkabau untuk selalu mempertahankan tanah ulayatnya
agar tidak hilang atau berpindah dari penguasaan dan

milik sukunvya.
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Feralihan hak atas tamah hanya dapat dilakukan

dalam keadaan mendesak dan biasanya memeperhatikan empat
hal sebagai berikut :

1. Gadih gadang indak balaki atau rando dapek malu (gadis
vang sudah dewasa yang belum bersuami atau janda vyang
mendapat malu). Maksudnya untuk mengawinkan yang telah
dewasa atau menjanda supayé tidak mendapat malu.

2. Maik tabujua di tangah rumah (mayat terbujur di tengah
rumah). maksudnya untuk menyelenggarakan penguburan
mayat anggota suku yang meninggal.

Z. Rumah gadang katirisan (rumah adat yang telah bocor
atau rusak).

4, Mambangkik batang tarandam (membanagkit batang teren-

dam). Maksudnya menutup malu keluarga atau suku.

Selain empat hal tersebut di atas pelepasan hak
tanah tidak dapat dilaksanakan kecuali jika pemiliknya
telah punah (tidak ada keturunan wanita lagi).

FProsedur pemindahan tangan tanmah diatur dengan
berienjang naik bertangga turun, sehingga kerabat .dekat
mempunyai tempat terlebih dahulu. Ukuran semacam itu
sesuali dengan fatwa adat sebagai berikut :

Namn ganggang sajari (vang berjarak satu jari)
Nan ganggang sajangka (yang berijarak sejenghkal)
Nan g;nggang sasto (yang berjarak sebasta)
Namn ganggang sadapo (yang berjarak sedepa)

dan seterusnvya.



Femindahan tangan ini tidak boleh disebut dengan
jual beli tetapi ganggam bauntuak. Penguasaan hak atas
tanah ganggam bauntuak ini akan dilepas kembali kalau

uang tersebut dikembalikan.

Dalam masyarakat Minangkabau kepastian hak atas
tanah sudah ada dan terlihat dalam fatwa adat : sawah nan
bapiriang, parak nan babin talak. Maksud dari fatwa adat
tersebut ialah sawah yang digarap sudah ditentukan pir-
ingnya (petakan) dan setiap petakan dibatasi oleh pema-
tang. Sedangkan parak (ladang) telah ditentukan bintalak-
nya (batasnya) seperti tumbuhan, batu atau sungai dan
lain—-lainnva.

Kepastian hak atas tanah yang telah ada dalam
masyarakat Mipangkabau ini Berlaku secara turun—temurun
dengan berpegang pada ranji. Ranji ini akan disampaikan
oleh mamak kepada kemenakan yvang dapat berperan sebagai
pemimpin  (Datuk). Namun kenyataan sekarang sebagian
generasi muda pergi merantau. hal ini didorong oleh
" pepatah adat yang menyatakan :

Karatau madang dibulu
Rabuah babungo balun
Marantau bujang dabhulu

Dirumah bagunoc balun

Generasi muda terutama laki-laki dianjurkan untuk
merantauw sebelum  punya tanggung jawab, untuk mencari

pengalaman dalam bidang pendidikan dan perekonomian. Akan
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tetapi kapan mereka pulang tidak ada kepasatian. Demikian
pula bhalnya dengan siapa yang harus memangku tanggung
jawab dikampung. kKeadan seperti ini sering menyebabkan
tidak sampai kepada yang seharusnya menerima warisan baik
gelar/sako maupun berupa harta (pusako). Dengan demikian
timbul kekaburan dalam penguasaan milik yang sesungqguhnya
dengan tegas telah diatur dalam aturan adat.

Disamping itu proses modernisasi dimana arus
informasi begitu cepat dan pengetahuan masyarakat semakin
baik menyebabkan terjadinya pergeseran nila-nilai seperti
berkurangnya peran mamak kepada kemenakan dan saudara
perempuannya. Melemahnya wibawa mamak terhadap kemenakan
dan saudara perempuan merupakan konsekwensi langsung dari
timbulnya tanggung jawab dari mamak terhadap anak dan
istrinya. Akibatnya kesempatan dan waktu untuk mengurus

kemenakan menjadi berkurang.

Jika kita telusuri tanggung jawab laki-laki dalam
masyarakat Minangkabau tidaklah berkuwrang tetapi
penempatannyalah yvyang berubah. Tanggungnjawab yang
diambil oleh bapak (Rang sumando) hanya dalam hal
kelangsungan pendidikan dan masa depan * keluarga.
Sedangkan tanggung Jjawab yang menyangkut hal-hal vang
esensial menyangkut keberadaan dan kelanjutan kaum tidak
bisa dialihkan kepada bapak (Rang sumando). Hal ini
Sesuai' dengan hasil penelitian Abdul Rahman (198%9) vyang
menyatakan : " Telah terdapat perubéhan/pergeseran fungsi

mamak ™ . hal ini disebabkan mamak tidak mau tahu dalam
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pengawasan kemenakan.

Dengan demikian terlihat sistem hkekerabatan dan
kesatuan sosial masvyarakat Minangkabau tetap ada,
pergeseran yang terjadi hanyalah dalam bal tanggung jawab
pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pendidikan dan
masa depan keluarga sedangkan dalam hubungan kekerabatan

tetap dibawah tanggung jawab mamak.

Dengan makin banyaknya jumlah anggota suku dan
pesatnya kegiatan pembangunan sehingga kebutuhan akan
tanah semakin meningkat. hal ini menyebabkan tamah ulayat
makin terjepit karema jumlah tanah tidak bertambah.
Disamping masalah ekonomi dan salah kaprahnya kewenangan
mamak menyebabkan penguasaan tanah ulayat mulai
menyimpang dari yang telah digariskan dalam hukum adat
Minangkabau., kenyataan ini terlihat dengan terbukanya
kemungkinan penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat oleh
pihak .1uar (diluar sukunvya). Fenguasaan dan pengelolaan
tampah lebih menjurus pada penguasaan secara individu

perorangan.

Ferubahan dalam hal penguasaan tanah ini akan
menyebabkan terjadinya perubahan sistem sosial, vyang
terlihat dari perubahan struktur sosial yang menjurus

kepadaterjadinya perubahan sistem kekerabatan.

Eerdasarkan uraian diatas maka kerangka hkonseptual

penelitian ini adalah sebagai berikut :
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TANAH
Fusaka tinggi Fusaka rendah
Avg
Ulayat nagari ) Ulayat suku

Fembangunan

Harta pencaharian

Ferubahan
Fola penguasaan

Individu - = - — - suku

—pFerubahan sosial ¢

Ferlbahan
Fola penggunaan




BAR III

METODOLOGI

A. Fopulasi

Bertolak dari ide dasar penelitian ini maka Fenulis
melihat bahwa objek pehelitian ini adalah masyarakat yang
homogen yaitu Penduduk Asli dari Masyarakat Minanggabau.
Dengan demikian populasi vyang akan diteliti dalam

penelitian ini adalah penduduk asli vyanmg tinggal di

wilayah administratif Fropinsi Sumatera Rarat.

Fropinsi Sumatera Barat secara administratif

meliputi enam buah kotamadya dan delapan kabupaten dengan

perincian sebagai berikut =

1. Kotamadya Fadang

2. Kotamadya Bukittinggi

Z. kotamadya Fadang Eanjang
4. kKotamadya Solok

. Kotamadya Sawahlunto

6. Kotamadya Fayakumbuh

1. Kabupaten FPadang Fariaman
2. Kabupaten Agam

2. Kabupaten Lima Pulub koto
4. Kabupaten Tanah Datar

3. Kabupaten Solok

&. Kabupaten Fasaman

7. kKabupaten Sawahlunto Sijunjung
3. Kabupaten Pesisir Selatan.

N
o



Rila ditinjau dari s=egi kesatuan Hukum Adat
Minangkabau, maka daerah vang didiami terbagi atas :
1. Daerah Luhak Tanah Datar
2. Daerah Luhak Agam
S Daeraﬁ Luhak Lima Puluh kKota
4. Daerah Rantau Pesisir dan FPedalaman
Setiap daerah kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau

di atas terbagi atas Nagari-Nagari. Namun setelah

1]

berlakunva Uy No. Tahun 1279 tentang Sistem
Femerintahan Desa, maka nagari-nagari tersebut terpecah
menjadi sejumlah desa. Dalam penelitian ini desa—-desa
dimaksud merupakan objek penelitian.

Berdasarkan data dan informasi dari Direktorat
Fembangunan Desa Fropinsi Sumatsra  Barat pada tahun
198%2/19%0 terdapat 14 Daerabh Tingkat II1 yang terdiri dari
delapan kabupaten dan enam kotamadya. Dalam daerah ini
terdapat 102 kecamatan dan 543 nagatri dengan 25846 desa
dan 4046 kelurahan, sedanghkan juﬁlah penduduk sebanvyak

Z.PB6.026 jiwa dengan B01.708 kepala keluarga.

Farena luasnya wilayah propinsi Sumatera Barat maka
untuk kelancaran penelitisan ini dipilh beberapa desa
dalam kecamatan—kecamatan yang dapat dianggap mewskili

konsep ideal kesatuan masyarakat Hubkum Adat Minangkabau.

R. Fenentuan daerah penelitian.
Dalam pelaksanaan penelitian ini dipilih nagari-
nagari secara proporsif dalam kecamatan vanmg mengalaml

perkembangan pembangunan phisik yvang pesat. Nagari-nagari
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dalam kecamatan vyang dijadikan sasaran penelitian
masing—masing mewakili daerah Lubak dan daersh Rantau.
Setiap daerah Lubak, dipilib dua buah kecamatan sehingga
ada enam kecamatan dari l.uhak Nan Tigo (yang tiga).
Sedangkan untul dasrah rantau dipilib tiga buah
kecamatan . Derngan demikian ada 9 kecamatan yang
dijadikan daerah pernelitian. Adapun dasrah yang dipilih
tersebut adzalah sebagai berikut :
1. Dasrah Luhak Tanah Datar (Kabupaten Tanah Datar)
a. kKecamatan Ratipuh
1. Magari : Batipuh Ateh

Desa Ealaili Sabuah

2. Nagari

Batipuh BRaruh
Desa t Batipuh Baruh Timur

b. kKecamatan Lima Kaum

1. Nagari t Lima Kaum
Desa : Balai Labuah
2. Magari : Cubadak
Desa : Cubadak

2. Daesrah Luhak Agam (EKabupaten Agam)
a. Kecamatan Ranuhampu Sungai Fuar

1. Nagari : FPadang Luar

Desa : Fadang luar

2. Nagari Fakan Senavyan

Desa : Toboh Ladang



b. Kecamatan Lubuk Basung
1. Nagari : Lubuk Rasung

Desa

Sanghkir

2. Nagari Kampung Finang

Desa : Ralai Selasa
Z. Daesvrah Luhak Lima Fuluh Kota
{kKabupaten Lima Fuluh Kota)

a. kKecamatam Luhak

1. Nagari : Tanjung Karo
Resa : Sikabu—kabu
2. Nagari : Sei Kamuyang

Desa : Sei Kamuyang

b. Kecamatn Fayakumbuh

1. Nagari : Simalanggang
Desa : Simalanggang

2. Nagari : Kotobaru Simalanggang
Desa : Kotobaru

4, Daesrah Rantau (Fadang, Padang Fariaman dan Solok)

a. Eecamatan Koto Tangah (Kotamadya Fadang)

1. Nagari : Koto Tangah
Desa : Batang Kabung

2. MNagari : Foto Tamgah
Desa : Fasir Sebelab

b. Kecamatan lubuk Alung (Kabupaten Fadang Fariaman)

1. Magari r Lubuk Alung
A
Desa : Singgulung

2. Magari s Lubuk Alung

\\—N

O
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Desa : Bikabu
. Kecamatan kabung (Kotamadya Solok)
1. Nagari - : Selayo

Desa

Selayo Ateh

-

2. Nagari

boto Baru

Desa

Simpang

C. Infaorman dan Responden

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini, selain dari mempelajari bahan
kepustakaan vyang ada Jjuga dikumpulkan data/informasi

melalui informan kunci dan responden.

1. Infaerman Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para
nara sumber yang diduga benar—benar memahami materi atau
masalah yang tercakup dalam penelitian DAMPAK FEMBANGUNAN
TERHADAF FENGUASAAN TANAH ULAYAT DI SUMATERA EARAT.
Informan kunci vyang dimaksud antara lain terdiri dari
unsur—unsur pimpinan kecamatan dan pimpinan desa/kelura-
han serta tokoh-tokceoh pemimpin masyarakat seperti Ninik
Mamak, Glim Ulama dan Cerdik FPandai, baik yang tergolong
dalam suatu organisasi maupun tidak. Tokobh-tokoh ini
dalam kesatuan masvarakat bukum adat HMinangkabau di
propinsi Sumatera Barat merupakan fungsional yang sangat
memegang peranan penting. Palam masyarakat Minangkabau
Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Fandail sering dissbut
“tungku  tige sajarangan Y atauw  “tali  tige sapilin”

{(tumgku tiga sejarangan atau tali tiga sepilin). Hal ini
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bermaksud ketiga unsur ini merupakan pimpinan utama
masyarakat Minangkabau tokoh masyarakat ini masing—masing

kecamatan dipilih tiga orang.

Disampirmg informan kunci yang dikemukakan di atas
juga dipilih informan kunci dari Kerapatan Adat Nagari
(KAN) masing—-masing satu orang ketua dan satu orang
anggota. Sedangkan dari Lembaga Kerapatan Adat Minangha-—
bau tingkat kabupaten di ambil satu oramg dan satu  orang
dari kKAN tingkat propinsi.

Dengan demikian informan kunci dalam penelitian
ini adalah sebagaimana terhimpun pada tabel .

Tabel 3.1. Jumlah Informan Kunci

No Jdenis Informan Jumlah informan
i. Camat 9
2. Kepala Desa . i8

F. Ninik Mamak, Alim Ulama dan

Cerdik Pandai 27
4, ketua/Anogota EAN ig
5. KFetua/Angogota EAN Tingkat II ?

6. KEetua/Anggota EAN Tingkat 1

]
2]

Jumlah

2. Responden
Responden dari penelitian adalah kepala keluarga
atau orang vyang berténggung jawabh dalam satu rumah tangga

itas waktu dan dana

e

mengingat terbatasnya tenaga, fasi
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yarng tersedia, maka kepala keluarga vyangd dijadikan
responden tidaklab meliputi seluruh kepala keluarga vang
bherada pada daerah penelitian hkarena hkepala keluarga
dalam daerah penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan
dan mata pencaharian yang berbeda-beda maka pada setiap
strata gabungan ditarik sampel yang representatif, jumlah
responden vyang diambil tiap desa sebanyak 10 orang se-—
hingga jumlabh respeonden keseluruhan sebanyak 180 orang.
Responden vyang diambil 10 orang perdezsa dipilih dari

sukt-suku yang ada didalam desa tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data
denis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah :
Data primer meliputi data yang berhubungan dengan :
a. Penguasaan dah pengelcolaan tanah ulayat suku
b. Fenyebab terjadinva pertentangan dalam masalah
tanah ulayat.
c. Fergeseran nilai-nilai akibat perpindahan tanah
ulayat.
d. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap perubahan
yang ditimbulkan oleh pembangunan.
Sedangkan data =sekunder meliputi data vang berhubungan

dengan tanah ulayat di Fropinsi Bumatera RBarat.

E. Teknik dan Alat FPengumpulan Data
Data vang dibutubkan dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder. Ferngumpulan data dilaksa-

nakan dengan cara : .



i
W
W

Untuk data sekunder, dilakukan dengan studi kepustaka-—
an dan pengumpulan data dari berbagai instansi seperti
dari kantor Direktorat Agraria (Badan Fertanahan),
Dinas Tata kota, Fusat Statistik, Bapeda dan kantor
kerapatan Adat Nagari.

Fengumpulan data primer dilakukan dengan =

a. wawancara yvang bertujuan untuk menjaring data/in-

formasi vyang dibutuhkam dalam pene

f=)

itian ini.
Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara ber-—
sfruktur dan wawancara bebas vang sifatnya infor-
mal, tetapi pembicarsaan— pembicaraan lebih diarah-
kan Lkepada psdoman wawancara sehingga  keterangan-—
keterangan vyang ingin diperolsh dapat terkumpul
dengan baik.

b. Observasi ateu pengamatan lapangan terutama  uwuntuk
mengetahui keadaan fisik dan perubahan—perubahan
yvang telah terjadi pada akbir—akhir ini sehingga
bisa melihat pesrubahan penggunaan tanah yang telah
terjadi.

. Fengedaran daftar isian pertanyaan (kuestiocner) hke-
pada responden yvang telah ditentukan.

d. Studi kepustakaan/dokumentasi bertujuan untuk mem-—
pelajari buku yvang berkaitan dengan kesatuan Sukm
Adat Minangkabau vyanag membahas tentang tarmah

ulayat.
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F. Frosedur Fengolahan dan Analisis Data

Data vyang telah terhkumpul akan dianalisi= dengan
cara dan moael yang disesuaikan dengan sifat data vyang
terkumpul, langkah—langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Data yang telah terkumpul terlebibh dahulu diteabulasi
dengan menggunakan lembaram tabularasi berupa "Coding
sheet".

2. Data vang telah tersusun dalam "Coding sheet' kemudian
dilaksanakn pendiskripsian data.

%. Data vang telah tersusun dilakukan analisis deskrip-
tif, dengan menggunakan persentil wuntuk melihat dis-
tribusi perubaban yang terjadi dan selanjutnya dilak-
sangkan "Cros tabulation" untuk melihat apakah ada
hubungan antara dua variabel vyang diduga pengaruh
mempengaruhi atau yang akan mempengéruhi bubungan
kekerabatan.

4. Analisis statistik vyang digunakan adalah chi sguare

dengan menggunakan rumus umum =

R - ko (0ii - Eij)?
X= = = =
i=1 i=1 Eij
(Sidney Siegel, 1985 : 130)
Dij = Jumlah obssrvasi untuk kasus—-hkasus yang di-
kategorikan dalam baris ke i pada kolom ke J
Eij; = Ranyal kasus yang diharapkan di bawah Hy untuk
3 . . . - .
dikategorikan dalam baris ke i dan kolom ke J.
r k
= = = Jumlah semua baris (r) dan semua kolom (k)
i=1 j=1 i= 1, 4 =1.
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Fengambilan keputusan dalam pengujian hipotetis dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika thitung lebih bhesar dari xztabel maka tolak Ha

terima Ha'

2. Jika xghitung lebih kecil dari thabel maka terima Ho

tolak Ha.
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ANAL ISA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil temuan di
lapangan dan pengujian hipotesis vyang diajukan serta

pembahasannvya.

A. Hasil Temuan Di Lapangan

1. ldentitas Responden

Identitas. responden vyang akan dikemukakan adalah
umur, agama, status perkawinan dan tingkat pendidikan.

a. Umur

Dari hasil penelitian di lapangan ternyata 14,44%

' dari responden (26 orang) berumur dibawah 30 tahun dan
J 23,33% dari responden (42 orang) berumur antara 31 - 40
tahun, sedangkan jumlah terbanyak 33,334 dari responden
| (60 orang) berumur 41 — 50 tahun dan 24,447 dari responden
(44 orang) berusia 31 - 60 tahun. Sisanya sebanyak 4,447

dari responden (delapan orang) berusia diatas 60 tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Frekwensi Umur Penduduk

Umur Frekwensi Prosentase
< 30 tahun 2 14,44
31 — 40 42 234,33
41 - S0 &0 PR
31 - &0 44 24,44
> 60 tahun 8 4,44

Juml ah 180 100,00
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maka

i
[s]
0

|+
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ngkat Pendidikan

idikan responden pada psnelitian ini
rikut, Jjusrlah terbanvak 32,22
orang mempunval pendidikan

% atau =

=8
k ELTF dan 30,54 % atau 55 orang
mempunyal pendidilkan 8SR, =sedangkan yvang berpendidikan SLTA
sahanvak 12,44 % atau I5 orang  vang berpendidikan
pergquruar tingoi hanwvas  sebhanvyak 110 % ataw 18 orang,
sisanya zcehanyak 7,8 % atau 14 grang tidak
Untul 1abik iel

pernah sekolah.
as dapat dilihat pads tabel 2

=
il
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Tabel 4.2 Distribusi Frekwensi Pendidikan

Tingkat Pendidikan Frewkwensi Prosentase

Tidak Sekolah 14 . 7,78
S D 55 30,36
SLTP 58 32,22
SLTA = 17,44
Akademi /Perguruan Tinggi 18 10,00
Juml ah 180 100, 00

Dari Tabel 4.2 di atas terlihat timgkat pendidikan
responden cukup memadai dan karena 1itu dapat membantu

pelaksanaan penelitian ini.

2. Tanah Ulay=t

a. Pemilik Tanah Ulayat

Dari 180 orang responden 60 orang atau 47,78 X%
mempunyai tanah ulayat sedangkan 94 orang lagi atau 352,22
% sudah tidak memiliki tanah ulayat lagi. Hal ini bearti
sebagian tanah ulayat yang dimiliki masyafakat Minangkabau

sudah tidak mereka kuasai lagi (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Pemilik Tanah Ulayat

Masih memiliki

tanah ulayat . 864 47,78
Tidak memiliki
tanah ulayat 2?4 S22, 22

Jum1l ah 180 100,00
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Dari 86 orang responden yang masih memiliki tanah
ulayat, 42 orang (48,84 %) diantaranya menyatakan di
bawah penguasaan mamak kepala waris dan 30,23 4 atau 26
orang menyatakan di bawah penguasaan saudara, sisanya
20,93 %4 atau 18 orang menyatakan di bawah penguasaan.
b. Fenggunaan Tanah Ulayat
Sebagian besar 26,11 %L (47 orang) tanah ulayat
dikerjakan (diolah) oleh saudara-saudara mereka dan 23,85
% atau 43 orang menyatakan bagi hasil. Sedangkan yang
dikerjakan bersama—-sama dinyatakan oleh 26 orang atau
14,44 7 dan yang dikerjakan sendiri sebanyak 38 orang
(21,11 ). Sisanya 7,78 % atau 14 orang diupahkan dan 6,6%

%4 atau 12 orang disewakan (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Penggunaan Tanah Ulayat Secara Umum

Pernyataan Frekwensi Prosentase
Diolah saudara A7 ] 26,11
Bagi hasil 43 23,89
Di sewakan 12 6,67
Bersama—sama 2 14,44
Dikerjakan sendiri 38 21,11
Diupahkan 14 7,78
 Jdumilahbh 180 100,00

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa tanah ulavat
vang ada masih dikerjakan oleh saudara—-saudara satu suku,
kalaupun ada yang diupahkan atau disewakan masih dibawah
kekuasaan kaum.

c. Pengawasan Tanah Ulayat

Dari temuan di lapangan sebagian besar pengawasan

dilakukan o©leh mamak kepala waris 33,88 L atau 61 orang



dan orang tua kami 25,56 %Z atau 46 orang. Sedangkan vyang
diawasi oleh saudara 10,56 % atau 12 orang dan 30 %Z atau

34 orang diawasi secara bersama (lihat tabel 4.5).

Tabel 4.5 FPengawasan Tanah Ulayat

Pernyataan Frekwensi Prosentase
et
i Mamak kepala waris 61 335,38
Orang tua kami 44 25,96
Saudara kamd& 19 10,56
Secara bersama—sama 54 30,00
Juml ah - 180 100, 00

d. Penjualan Tanah Ulayat

Mengenai tanah ulayat yang dijual 162 orang atau 0%
menyatakan tidak pantas wuntuk dijual sedangkan 10 %L lagi
atau 18 orang menyatakan boleh dijual. Alasan responden
dengan pernyataan di atas adalah sebagai berikut : B84
orang atau 46,47 7% menyatakan tanah ulayat adalah milik
kaum, 34 orang atau 18,89 % menyatakan bahwa tanah 1itu
sudah dibagi-bagikan, yang lainnya menyatakan tanah ulayat
digunakan turun—-temurun, 15 orang atau 8,33 % menyatakan
tanah ulayat digunakan secara bergantian. Sisanya sebanvyak

S.96 7 atau 10 orang menyatakan takut mendapat kutukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.




Tabel 4.46. Pernyataan Tentang menjual Tanah Ulayat

Pernyataan F % Alasan F A
Boleh dijual 18 10,00 Milik kaum 84 46,47
Tidak pantas 162 20, 00 Sudah dibagi-
dijual bagi 34 18,89
Digunakan turun-—
temurun 37 20,56
Digunakan secara
bergantian 15 8,83
Takut dapat
Lutukan 10 5,56
Jum1lah 180 100,00 180 100,00

Orang mau menjual tanah ulayat disebabkan untuk
memenuhi kebutuhan 58 orang atau 33,22 % dan 346 orang atau
20 % menyatakan karena harga tanah yang melambung tinggi,
sedangkan 446 orang atau 25,56 % menyatakan tidak ada
pilihan dan 23 orang atau 12,78 % karena dimanfaatkan
untuk sarana umum. Sisanya sebanyak 17 orang atau 9,44 %
menyatakan untuk mendapatkan modal.

Temuan ini menjelaskan kepada kita bahwa penyebab orang
mau menjual tanah dikarenakan untuk memenuhi kehidupan dan
harga tanah yang melambung karena adanya pembangunan.

Sikap responden jika ada anggota keluarga atau
kemenakan yang akan menjual tanah ulayat sebanyak 60 crang
atau 33,33 L memberikan pengertian kepadanya dan 35 orang
atau 19.44 % menvyatakan tergantung mufakat kaum, sedangkan
sebanyak 38 orang atau 21,11 XL melarang dan 23 orang atau
12,78 % menyatakan fergantung kepada mamak kepala kaum.
Sisanya sebanyak 16 orang atau 8,89 4 menyatakan setuju

dan delapan orang atau 4,44 % menyatakan menggugat.



Temuan di atas menjelaskan kepada kita bahwa
sebagian besar dari responden masih ingin memberikan
pengertian kepada vyang akan menjual tanah supaya tanah
ulayat jangan dijual dan sebagian lagi tergantung pada
mufakat kaum dan melarang untuk menjual tanah ulayat.Hanya
sebagian kecil saja dari responden yang menyetujui tanah
ul ayat boleh dijual.

e. Pensertifikatan Tanah Ulayat

Fernyataan responden tentang pensertifikatan tanah
ulayat sebagian besar menyatakan belum mensertifikatkan
tanah mereka yaitu sebanyak 70 L ( 126 orang ) dan 30 7
atau 34 orang menyatakan telah mensertifikatkannya.
Responden vyang telah mensertifikatkan tanah pemiliknya
atas nama mamak kepala waris sebanyak 38,89 7% atau 21
orang dan atas nama bersama(suku) sebanyak 22,22 %Z atau 12
orang, sedangkan atas nama saud%ra perempuan sebanyak

38,89 L atau 21 orang ( lihat tabel 7 ).

Tabel 4.7 Penguasaan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan

Pefnyataan responden Frekwensi Prosentase

ftitas nama :

— Mamak kepala waris 21 38,89
~ Bersama{(suku) 12 22,22
- Saudara perempuan 21 38,89
Jum1lahb 54 o 100

Hal ini berarti sertifikat atas nama pemiliknya
berbeda—-beda sesuai dengan keinginan dari suku itu sendiri

sedangkan mengenai penguasaannya dari tanah vyang telah
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disertifikatkan tersebut sebagian besar sudah ditunjuk
sebanyak 75 % dengan tujuan supaya jelas pemilikannya dan
tidak menimbulkan pertengkaran lagi, sebagian kecil vyaitu
sebanyak 25 % belum ditunjuk penguasaannya dengan tujuan

tanah tersebut masih dalam keadaan utuh milik bersama

(suku) yang digunakan sepenuhnya untuk kemajuan suku.
Yang menggunakan tanah ulayat setelah disertifikatkan:

menurut pengamatan responden dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8 Penggunaan Tanah Ulayat Setelah Disertifikatkan

Per;;ataan Frekwensi Prosentase
Mamak kepala waris  1& T 29,63
Saudara 22 40,74
Kemenakan dan orang tua 14 . 29,63
Jumlah sa 100

Tabel 4.2 di bawah ini menerangkan tentang pengawasan
tanah ulayat setelah disertifikatkan.

Tabel 4.9 Pengawasan Tanah Ulayat Setelah Disertifikathkan

Pernyataan Frekwens; B PrasenE;;E—
Mamalk kepala waris 19 35,18
Bersama 4 7.41
Orang tua 31 57,41
Jumlah 54 T+ I

Pernyataan responden tentang yang mengunakan tanah
sebelum tanah ulkayat disertifikatkan adalah sebagai
berikut : Yang terbanyak mamak kepala waris yaitu 51,85 %
atau 28 orang dan saudara sebanyak 35,19 Z atau 19 orang
sisanya sebanyak 12,946 % orang tua dan kemenakan. Untuk

iebikh Jjslasnya dapat dilihat pada tabel 4.10
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Tabel 4.10 Menggunakan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan

Pernyggaan

Frekwensi Prosentase
Mamak kepaT; waris 28 51,85
Saudara 19 : 35,19
Orang tua dan kemenakan 7 ) 12,96
" Jum1lah 54 o - 100

Sedangkan yang menguasai tanah sebelum tanah ulayat
disertifikatkan adalah sebagai berikut : Yang terbanyak 38
orang atau 70,37 % adalah mamak kepala waris dan saudara
kami sebanyak 16,67 % atau sembilan orang, yang lainnya
sebanyak 12,96 7Z atau tujuh orang adalah orang tua dengan

kemenakan ( Tabel 4.11 )

Tabel 4.11 Penguasaan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan

Pernvataan " Frekwensi Prosentase
Mamak kepala waris =8 - 70,37
Saudara kami 9 16,67
Orang tua dan kemenakan 7 12,96

Jumlah 54 100

Tabel 4.12 menerangkan tentang pengawasan tanah

ulayat sebelum disertifikatkan.

Tabel 4.12 Pengawasan Tanah Ulayat Sebelum Disertifikatkan

Pernyataan Frekwensi Prosentase

" Mamak kepala waris == 70,37
Bersama 10 18,52
Orang tua dan kemenakan 6 11,11

" Jumlah s« 100

. Pelayanan Umum
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Tanggapan responden jika tanah ulayat dijadikan
pusat pelayanan umum sebagian besar menerima dengan
perincian sebagai berikat : 352,78 % atau 95 orang
menyatakan menerima jika tanah wulayat diberikan untuk
pelayanan umum dan 32,22 Z atau 58 orang menyatakan
terserah pada kesepakatan kaum. Sedangkan 15 % atau 27
orang menyatakan menolak memberikan tanah ulayat untuk
pelayanan umum karena akan merugikan.

3. Peraturan Adat

Berdasarkan pengamatan responden peraturan adat yang
mengatur tetang penguasaan dan penggunaan tanah ulayat
adalah sebagai berikut : jumlah terbanyak 51,21% ataun 92
orang menyatakan peraturan adat itu ada dan masdh berlaku
dan 29,44% atau 33 orang menyatakan peraturan adat itu ada
tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi, vyang lainnya
sebanyak 17,44% atau 35 orang menyatakan tidak tahu dengan
adat ataﬁ@ tidak adanya peraturan adat yang mengatur
tentang penéuasaaﬁ dan penggunaan tanah ulayat.

Adapun Jenis peraturan adat tentang pengolahan dan
penggunaan tanah menurut responden adalah sebagai berikut
penggunaan tanah secara bergilir dinyatakan oleh 69%
responden atau 47,59%4 dan 49 responden atau 33.79%
menyatakan tentang bagi hasil, sisanya 27 responden atau
18,627 menyatakan pelakat turun ke sawah.

Dari 145 responden yang menyatakan ada peraturan

adat yang mengatur tentang penggunaan dan pengguasaan

tanah ulayat 33,10% atau 48 orang menyatakan mengikuti



56

peraturan adat sepenuhnya dan 31,724 atau 46 orang
mengatakan memperhatikan peraturan adat tetapi tidak
dilaksanakannya sepenuhnya sedangkan jumlah terbanyak

35,17%Z atau 351 orang mengatakan kurang memperhatikan
peraturan adat itu lagi.

Berdasarkan temuan di atas terlihat bahwa peraturan
adat yang mengatur tentang penguasaan dan penggunaan tanah
ulayat itu masih ada namun peraturan adat tersebut kurang

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Ketegangan Sosial

Berdasarkan pengamatan 180 orang responden terhadap
sengketa/pertengkaran vyang disebabkan oleh tanah ulayat
37,224 atau &7 orang mengatakan sering teriadi
pertengkaran dan 41,6774 atau 75 orang mengatakan kadang-—
kadang, sedangkan 21,117 atau 38 orang mengatakan hampir
tidak pernah terjadi pertengkaran tentang tanah ulayat.

Dari 142 responden yang mengatakan pernah terjadi
pertengkaran, 35,92% atau 43 orang menyatakan tidak akur
dan ingin menguasai sendiri dan 30,28% atau 43 orang
mengatakan karena inigin saling menguasai. Sedangkan
23,94% atau 34 orang mengatakan mamak tidak bijaksana dan
ingin menguasai, sisanya 9,846% atau 14 orang mengatakan
tidak tahu ranji silsilah keturunan.

Pendapat responden tentang permasalahan pendapat di
atas adalah sebagai berikut = 43,334 atau 78 orang

menyatakan merupakan permasalahan biasa dan 43,897 atau 79

orang tidak memberi pernyataan atau tidak tahu, sisanya



sebanyak 23 orang atau 12,787 menyatakan merupakan
permasal ahan yang harus diselesaikan.

Penyebab kejadian pertengkaran/pertentangan tersebut
yang paling banyak 67,22% atau 121 orang adalah kurangnya
musyawarahr dan 18,3374 atau 33 orang karena merasa
dirugigan. Sedangkan 12,22% atau 22 orang karena tidak
mengetahui ranji, sisanya 2,22%Z atau empat orang karena
tidak ada rasa saling menghormati.

Pertengkaran.tentang tanah ulayat biasanya terjédi
antara mamak dan kemenakan 51,11%Z atau 922 orang dan 23,89%
atau 43 orang antara saudara satu kaum. Sedangkan antara
kaum dengan kaumnya 13,33% atau 24 orang dan antara ~amak
dengan kemenakan 10% atau 18 orang, sisanya 1,674 atau
tiga orang antra adik dengan kakak.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasal ahan tersebgt adalah musyawarah dan saling
menghormati 33,894 atau 61 orang dan mamak bijaksana dan
berlaku adil 35,546%Z atau 64 orang. Sedangkan 19,44% atau
33 orang mengatakan KAN (kerapatan Adat Nagari) harus
berfungsi dan 8,894 atau 146 orang mengatalan ikut
berfungsi dan 8,894 atau 16 orang mengatakan ikuti
ketentuanyang berlaku, sisanya 2,22% atau empat orang
mengatakan melalui penyuluhan dan pendidikan.

Menurut pendapat responden yang dapat menyelesaikan
pertengkaran/sangketa adalah Datuk/Mamak sebanyak 48,33%
atau 87 orang dan 28,33% atau 51 orang menyatakan penghulu
adat. Sedangkan 17,78% atau 32 orang menyatakan terserah

pada vang bertengkar, sisanya 5,56%4 atau 10 orang



mengatakan pemerintah daerah.

3. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat pasa saat
penelitian ini menurut responden adalah sebagai berikut :
28,33%Z atau 51 orang mengatakan biasa saja 54,44% atau 98
orang mengatakan sudah mulai renggang dan 17,22% atau 31

orang mengatakan sudah sangat renggang.

a. Peranan Mamak

Pendapat responden tentang peranan mamak pada saat
penelitian ini adalah sebagai berikut : 46,11% atau 83
orang mengatakan sudah berobah dan 32,78%4 atau 38 orang
mengatakan masih seperti biasa.

Adapun pernyataan di atas disebablkan oleh mamak itu
sendiri, 26,467% atau 48 orang dan karena tuntunan zaman
23,894 atau 43 orang. Sedangkan karena keadaan ekonomi
23,33% atau 42 orang dan karena pengaruh pendidikan 17,22%
atau 31 orang, sisanya sebanyak 8,8%9% atau 146 orang karena

adat itu sendiri.

b. Hubungan Mamak Dengan kemenakan

Hubungan mamak dengan kemenakan menurut pengamatan
responden 26,67%. atau 48 orang cukup kuat, sedanghkan
2Z,897 atau 43F orang mengatakan kuat, 36,67 atau &6 orang
kurang kwat dan 12,77%Z atau 23 Dﬁang mengatakan tidak ada
hubungan lagi antra mamak dan kemenakan (tidak kuat), akan

lebih jelas dilihat pada Tabel 4.13.



Tabel 4.13  Hubungan Mamak

dengan Kemenakan

Pernyataan Frekwen;I Persentase
Kuat 43 23,89
Cukup kuat 48 26,67
Kurang kuat &6 36,67
Tidak ada hubungan 23 12,77

T Jumlanh 7 TTieo 100,00

Membina hubungan mamak dengan kemenakan supaya tetap
baik menurut responden dapat dilakukan dengan saling
menghormati sebanyak 32,22% atau S8 orang dan saling
mengunjungi sebanyak 26,117 atau 47 orang. Sedangkan vyang
saling membantu mengatakan sebanyak 17,22% atau 31 orang
dan 12,784 atau 23 orang mengatakan saling mempercavyai
vang lainnya sebanyak 11,467%4 atau 21 orang mengatakan

q dengan mengikuti peraturan adat.

Fendapat responden tentang pengaruh sertifikat tanah
ulayat terhadap hubungan kemenakan dengan mamak dan
saudaranya adalah sebagai berikut : sebagian besar 51,467%
l atau 2?3 orang mengatakan besar pengaruhnya dan 18,8974 atau
34 orang mengatakan tidak ada pengarubhnya sedangkan 29,44%
atau 53 corang mengatakan hanya sedikit pengaruhnya.

Pengaruh yang terlihat akibat mensertifikatkan tanah
ulayat adal ah memper jauh jarak dan menimbul kan
pertengkaran. Dari hasil temuan di lapangan, setelah tanah
disertifikatkan makin jarang (56,67%4 atau 102 responden)
vang datang berkunjung atau mengunijungi dan 27,22% atau 49
orang mengatakan masih sering berkunjung, sisanya 146,11%

atau 29 orang mengatakan hampir tidak pernah lagi
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berkunjung atau mengunjungi saudara/kemenakan/mamaknya.
c. Masyarakat pendatang

Persepsi responden terhadap masyarakat pendatang

secara rinci terlihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Persepsi terhadap Masyarakat Pendatang

Pernyataan F A
Menerima 21 50,56
Membiarkan mereka mencari hidup 52 28,88
Mengganggu budaya dan ketentraman 37 27,56
Jumlah - 180 100,00
Tabel di atas memperlihatkan bahwa pernyataan

responden tentang masyarakat pendatang merupakan hal vyang
lumrah karena itu sebagian besar responden mengatakan
biasa dan hanya sebagian kecil yang mengatakan mengganggu

budaya dan ketentraman.
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B. Penquijian Hipotesis

Untulk menguli hipotesis vyang diajukan dalam
penelitian ini dilakukan pengol ahan data dengan
menggunakan statistik inferensial yang telah ditetapkan.

: 2
Hipotesis yang diajukan ditolak jika X~ hitung lebih kecil

3

dari X tabel pada tingkat kepercayvaan 0,92 atau alpha
3

0,05. Sebazaliknya akan diterima apabila X~ hitung lebih

besar dari X° tabel pada tingkat kepercayaan 0,25 atau

alpha 0,05. Hasil pengolahan data dari masing—-masing

hipotesis adalah sebagai berikut .

1. Perubahan Pola Penguasaan dan Pola FPengqunaan Tanah

Ulavat Akan Memperlemah Hubungan Kekerabatan

Faktor—faktor yang diduga berpengaruh terhadap
hubungan kekerabatan di masyarakat Minangkabau yang
sehubungan dengan tanah ulayat suku adalah perubahan pola
penguasaan, perubahan pola penggunaan dan perubahan pola
pengawasan. Oleh karena i1tu pengujian hipotesis ini dibagi
dalam tiga bagizsn vaitu : perubahan pola penguasasn,

perubaban pola penggunsan dan perubahan pola pengawasan.

2. Ferubzshan Fola Fenguasaan

Berdasarkan hasil pengolahan data vang telah

ditentulan terhadap hipotesis yang diajukan ternyata:

-

X hitung = 6,84
2

X< tabel = 5,99

df = 2

Adanya perubahan pola penguasaan terhadap tanah ulayat
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berpengaruh nyata kepada hubungan kekerabatan, kenyataan
ini terlihat dari penguasaan bersama (suku) menjadi
penguasaan s2cara pribadi sehingga perubahan  penguasaan
tanah ulayat terbukti akan memper lemah hubungan

kekerabatan yang ada di tengah—tengah masyarakat tersebut.

b. Perubahan Fola Penggunaan

Dari hasil pengolahan data yang telah ditetapkan

terhadap hipotesis yang diajukan ternvyata:

o

X hitung = 7,02
X< tabel = 5,99
df = 2

Ferubahan pola penggunaan tanah ulayat berpengaruh nyata
terhadap hubungan kekerabatan. Kenyataan ini terlihat cdari
penggunaan vyvang diatur secara musyawarah/mufakat kaum
(suku) menjadi penggunaan yang diatur oleh vyang memilki
tanah tersebut sehingga terjadi perubahsn pola penggunaan
dalam *tanah ulayat tersebut. Ini berarti perubahan pola

penggunaan tanah ulayat terbukti akan menyebabkan lemahnya

il
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c. FPerubahan Pola Fengawasan

Hasil pengolahan data menunjukkan s

~a

X hitung = 25,82
'? .

X tabel = 5,79

d¥ = 2

Pola pengawasan tanah ulayat berpengaruh nyata terhadap
hubungan kekerabatan. Hal ini terlihat dari pengawasan

yvarg dilakukan secara bersama (suku) menjadi pengawasan
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vang dilakukan secara individu. Kenyataan ini menunjukkan
perubahan peola pengawasan tanah ulayat terbukti berpenga-—
ruh terhadap hubungan kekerabatan.

DPengan demikian hipotesis vang diajukan diterima
kebenarannya karena X2 hitung lebih besar dari X2 tabel

pada taraf kepercayaan 0,95.

2. Fengukuhan Pemilikan Tanah Ulavat Suku Sscara

FPerorangan Mempercepat Terjadinva Perubahan Fela

Fenguasaan dan Fola Penggunaan Tanah Ulavat

Fada bagian ini dikemukakan pengukuhan pemilikan
tanah ulayat suku secara perorangan (Sertifikat)
berpengaruh terhadap terjadinya perubahan pnla penguasaan
dan pola pesnggunaan tanah serta pola pengawasan.

a. FPengukuhan Femilikan Tanah Ulayat Terhadap Ferubahan

Fola Fenguasaan

Hasil pengolahan data menunjukan :

M

X hitung = 92,24
X“ tabel = 5,99
df =2

Uii statistik membuktikan terdapatnya hubungan antara
pengukuhan pemilikan tarnah ulavyat secara perorangan
(certifikat) terhadap perubahan penguasaan tanah ulayat.
Hal ini berarti mensertifikatkan tanah (pemilikan <secara
perorangan?  menyebabkan terjadinya perubahan dari milik
bersama menjadi milik individu. Dengan demikian pengukuhan
pemilikan tanah ulayat akan mempercepat teriadinya

perubahan pola penguxsaan tanah ulayat.
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b. Fengukuhan Femilikan Tanah Ulayat Terhadap

Ferubahan Pola Penggunaan

Uji statistik menunjukan =

e
P

X hitung = 12,64
X2 tabel = 3,29
d+ = 2
Hasil di atas membuktikan adanya hubungan antara

pengukuhan pemilikan tanah ulayat terhadap perubahan pola
penggunaan. Dengan adanya sertifikat seseorang bisa
menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuvhannya dan
mempunyai  hak untuk menggunakannnya kapan saja sehingga
pengukuhan pemilikan tanah wulayat akan mempercepat
perubahan pola penggunaan tanah ulayat itu sendiri.Hal ini
tentu akan merobah konsepsi  penggunzan  tanah ulayat
menurut Hukum Adat Minangkabau.
c. Fengukuhan Pemilikan Tanah Ulayat Terhadap
Ferubahan Fola FPengawasan

Dari hasil pengolzhan data :

2

XT  hitung = 14,76
2

X tabel = 5,97
df = 2

Adanya huburgan antara pengububan pemilikan tanah uiayat
dengan pola pengawasan menuniukan bahwa pengukuhan
pemilikan tanah uwlayat berpengaruh terhadap perubahan
pengawasan tanah ulayat.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti kebenaran

2 2
nya, karena X~ hitung lebih bezar dari X~ tabel
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pada taraf kepercayaan 0,95.

=

Z. Keterbukaan Masvarakat Menerima Perubahan Yang Terjadi

Akan Memperlemah Hubungan Kelkerabatan

Keterbukaan masyarakat menerima perubahan yang
terjadi dibagi ke dalam tiga begian vyaitu : pengaruh
sertifikat terhadap hubungan kekerabatan, pengaruh
masyarakat pendatang terhadap hubungan kekerabatan dan
pengaruh memberikan tanah ulayat untuk pelayanan umum
terhadap hubungan kekerabatan.

a. Sertifikat terhadap hubungan kekerabatan.

Dari hasil pengolahan data ternyata :

-

X< hitung = 15,6
X< tabel = 5,99
d¢ = 2

Hal ini membuktikan adanya pengaruh mensertifikatkan tanah
ulayat terhadap hubungan kekerabatan. Keterbukaan
masyarakat untuk menerima perubahan yang terjadi akan
memperlemah hubungan kekerabatan, karena dengan adanya
sertifikat akan @merubah pola penguasaan dan  penggunaan
serta pengawasan tanah ulayat. Fenyataan inilah vyang
menuniukan  bahwa kebesradaan sertifikat berpengaruh pada
hubungan kekerabatan.
b. Masyarakat Pendatang Dengan Hubungan keberadaan
Berdasarkan pengolahan data ternyata :

]

X< hitung

2
o
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Uji statistik membuktikan bahwa ada pengaruh masyarakat
pendatang terhadap hubungan keberadaan, dengan kata 1lain
keterbukaan masyarakat dalam menerima kehadiran pendatang
akan memperlemah hubungan kekerabatan. Hal ini disebabkan
adanya perubshan tanggung jawab dari mamak kepada bapak
(sumenda) =ehingga hubungan anak (kemenakan) lebih dekat
kepada bapak dibandingkan kepada mamaknya, sehingga
hubungan antara mamak dan kemenakan semakin renggang.
c. Felayanan Umum Terhadap Hubungan kKekerabatan.
Hasil pengelahan data menunjukkan :

X© hitung = 23,8

»<
rr
f
[ng
o
[
1
w
-
0
0

Hal ini berarti, memberikan tanah ulayat untuk sarana
pembangunan berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan.
Dengan kata lain keterbukasan masvarakat untuk memberikan
tanah wulayat dijadikan pusat pelayanan kepada umum akan
memperlemah hubungan kekerabatan.Kenvataan ini disebabkan
oleh bherkurangnya Jjumlah tanah vang akan dikelola suku
(kaum) =ecara bersama  sshingga =ering menimbul kan
pertengkaran dan menyebabkan renggangnya hubungan diantara
mereka (hubungan kekerabatan).

Dengan demikian hipotesis keterbukaen masyarakat
menerima perubahan yang terjadi akan memperiemah hubungan

kekerabatan terbukti pada taraf kepercavyaan 0,%95.
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C. FPembahasan

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah merupakan media

pemersatu dan berfungsiAdalam memper tahankan keberadaan
masyarakat hukum adatnya. Mamun karena adanya perubahan
pandangan dari masyarakat terhadap tanahnya, maka fanah
vang semula hasilnya ditujukan untuk Fepentingan sukunya
(Laumnya) secara berangsur—angsur hilang dan muncul bentuk
bgru vang dilandasi pandangan rasional yang berorientasi
kepada nilai ekonomis.
Ferubahan bentuk penguasaan dan penggunaan serta pengawsan
tanah wulayat akan diikuti oleh perubahan nilai-nilai
hubungan kekerabatan vyang terbentuk dan terikat oleh
keberadaan Jjenis penguasaan dan penggunaan serta
pengawasan tanah ulayat itu sendiri.

Selanjutnya pada bagian ini akan -dikemukakan

perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan.

1. Pola Penguasaan dan FPenggunaan Tanah Ulavat Terhadap

Hubunnan Kskerabatan

FPerubshan bentuk penguasaan dan penggunaan tanah akan
diikuti oleh perubahan nilai-nilai hubungan kekerabatan
yvyang terbentu olah kebsradaan jenis penguasaan tanah

ulayvat tersebut.

Pada bagian ini diungkapkan perubahan hubungan
kekerabatan karena perubahan pola penguasaan dan
pengqunaan tanah wulayat. Sebagaimana ketentuan adat

masyarakat Minagkabau, secrang anak memakai suku ibu dan
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akan menerima pusaka dari mamaknya. Konsekwensinya harta
warisan akan tetap turun temurun kepada anak pesrempuan di
bawah penguasaan mamak.

Penggarapan atau pembagian penguasan tanah pada
mulanya ditentukan oleh mamak <=ebagai orang yang
"ditinggikan saranting, didahulukan salangkah",
(ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Sehingga
hasil musyawarah kaum menyatakan hasil pengolahan tanah
harus disisihkan untulk mamak, yvang disimpan di rumah vang
mengol a tanah untuk sewaktu-waktu dapat digunakan oleh
anggota kaum vyang membutuhkanﬁya seperti untuk pesta,
kenduri dengan seizin mamak terlebih dahulu.

Ferubahan pola penguasaén dan penggunaan tanah
ulavat disamping disebabkan oleh pengalih gunaan tanah itu
sendiri dari tanah sawah menjadi perumahan atau tempat
pelayanan wnum, juga disebabkan oleh pengukuhan pemilikan
d=ngan sertifikat yang menyebabkan perubzhan status tanah.

FPerubahan status tanah dari vang semula dimiliki
secasra bsrsama—sama di bawah pengawasan mamak sebagatl
orang vyang bertanggung jawab terhadap keberadaan tanah
baik ke luar mavpun ke dzlam, menjadi pemilikan secara
pribadi wyang dikuasai dan dimanfaatkan sesuai  dengan
rencana pribadi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan
hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakannya.

Dengan adanya pengukuhan hukum  terhadap pemilikan
tanah wvang telzsh disertifikatkan, maka disatu pihak
kLemenakan merasa terbebas dari salah satu ikatam adat yang

menyangkut psrlindungan hak atas tanah. Sedangkan dilain

ORI VAT T T T
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pihak mamak merasa agal terbebas dari kewajibabnya "siang
mancaliak—-caliak, malam mandanga—danga" (siang melihat-

lihat, malam mendengar—-dengar) sehubungan dengan tanah
ulayat.

Adanya rasa saling terlepas dari ikatan yang sangat
kuat +tersebut berpengaruh pada hubungan kekerabatan vang
terbentuk derngan adanya kewajiban mamak untulk memelihara
2tau melindunggi tanah sulunya (kavmnya)l.

Selanjutnya perubahan hubungan kekerabatan terlihat
dari perubahan peran mamak yang semula bertanggung Jjawab
sepenubnya terhadap kemenakan, m=njadi lebih bertanggung
jawab terhadap anak dan istrinya sendiri.

Fergeseran tanggung Jawab ini didukung oleh

timbulnva zemenda (menantu) menetap dsElam kehidupan
keluarga Minangkabau. Sebagai suami  atau bapak telah
tinggal di rumah yang telah diperuntukkén bagi keluarga
intinya. Sehinggas suami tidak lagi menjadi  suami yvang
pulang ke rumahnya pada malam hari saja, sedangkan siang
hari ia bekerja di rumah orang tuanya atau s=saudaranya
{matrilinialnval. Tetapi lelaki (suami) merasza bertanggung
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igtrinya, dia juga bertangqung jawab terhadap tanah istri
{tanah kaum istri yang pembagian haknya)d.

Peralihan tanggung jawab mamak kepada bapak dalam
pengawasan tanah tidaklah berarti bapak dapat bebas
berbuat sekehendaknya terhadap tanah yang berasal dari

tanah kaum istrinva.
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Berlkurangnya urusan dan tanggung jawab mamal dalam
kaumnya dan makin beratnya tanggung jawab bapak terhadap
anak dan istrinya menyebablkan daya tarik untuk datang
berkunjung ke rumah saudara dan kemenakan semakin

berkurang. Hal ini tentu menysbabkan melemahnya hubungan

kekerabatan.

Disamping itu masyarakat Minangkabau, bedudukan
seorang lelaki pada masyarakat merupakan "mamak" terhadap
kemenakannya. Dalam musyawarah keluarga "mamak" merupakan
pimpinan terhadap kemanakannyé, s=baliknya kemensakan

mengakui keberadaan "mamak" karena "mamak" adalah tumpuan
harapan mereka.

temenakan laki-laki merupakan tumpuan harapan
pelanjut pewarisan, sedangkan kemenakan wanita menjadi
tumpuan harapan pemelihara harta puséka, karsna itu kepada
wanita tergantung harapan tempat "minta makan dan  &inum™
dikala tua. Secara adat seorang mamak yang meEninggal dunia
di rumsh istri atau anaknya akan dijemput dan dibaringkan
di rumah orang tuanya (sakonya) serta dikuburkan di pandam

pelkuburan {sukunya). Tetapi sekarang karena kemenakan

i

udah menizadi tanggung Jjawab bapak {(semenda)l dan harta

P

pusaka sudsh semakin berkurang maka kemenakan wanita
bukanlah tempat bergantung untuk minta makan dan minum  di
hari tuva namun mamak tetap dikuburkan di pandam pekuburan.

Sebagaimana vyang telah dikemukakan pada bagian
terdahulu bahwa peraturan adat  tentang pengolahan dan
penggunaan tanah  ulayat pada prinsipnyé bertujuan agar

senua anggota kaum (suku) dapat menikmati hasil pengolahan
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tanah kaumnya secara merata. Tetapi peraturan adat tentang
pengolahan dan penggunaan tanah tersebut telah mengalami
perubahan.

Dengan terjadinya perubahan atau mulai diabaikan
berlakunya peraturan adat tentang pengol ahan dan
penggunaan tamnah, maka sebagian tanah yang semula hasilnya
diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anggota keluarga,
termasulk untuk memenuhi kebutuhan mamak jika telah tua
sudah berkurang atau sudah tidak ada. Akibatnya kalau
semul a keberadaan mamak dalam rumah kemenakan datau dalam
rumah "sako" tidak akan memberatkan kemenakan, maka
sekarang terijiadi keadaan yang sebaliknya, mamak di rumah
kemenakan akan memberatkan kemenakan atau saudaranya
karena pembagian hasil yang demikian sudah tidak ada atau
sudah berkurang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan
pola penguasaan dan penggunaan tanah memperlemah hubungan

kekerabatan di dalam masyarakat Minagkabau.

2. Pengukubhan Pemilikan Sscara Pribadi

FPengulkuhan penguasaan tanah secara pribadi akan
menyebhabkan pemegang hak merasa lebih aman dan bebas ‘untuk
menggunakan dan mengolah tanahnya sesuai rencana. Tetapi
jika tanah dimiliki dan dikuasai secara bersama, maka
pengol ahan dan penggunaannya akan selalu tergantung kepada
kesepakatan kaum dan harus tunduk pada peraturan adat.

Perubahan belakunya peraturan adat disebabkan oleh
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tanah vang akan diolah atau digarap sudah semakin
berkurang sebagai akibat dari penyalahgunaan tanah, dari
tanah pertanian menjadi tanmah perumahan maupun akibat
adanya perkantoran dan tempat pelayanan umum baik akibat
dari bertambahnya anggota kaum (suku) itu sendiri maupun
akibat dari urbanisasi.

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat hukum adat
Minangkabau pengolahan dan penggunaan tanah diatur menurut
hukum adat seperti pada saat turun ke sawah dimulai secara
bersama-sama dan anggota suku yang akan ditentukan secara
musyawarah. MNamun sejak adanya sertifikat maka pengolahan
dan penggunaan tanah secara bergilir telah berkurang
begitﬁ juga halnya dengan musyawarah untuk vyang akan
mengnlah atau menggunékan tanah karena banvak yang telah
ditunjuk.

Dengan adanya sertifikat hak milik tanah maka alih-
guna akan dapat dengan mudah dilaksanakan, hal ini
mengakibatkan masyarakat tidak lagi terikat kepada
peraturan adat tentang penggolahan dan penggunaan tanah
ulavyat.

Pengol ahan dan penggunaan tanah ulayat suku dalam
masyarakat hukum adat dikenal dengan sifat "mengembang dan
mengempisnya bola™, bila ditiupkan udara ke dalamnya maka
untuk sementara udara tersebut akan terpisah Hari udara
yang berada diluarnya, tetapi bila bola tersebut
di kempeskan maka udara yang ada di dalamnya akan keluar.
B2gitu pula halnya dengan pengolahan dan penggqunaan tanéh

adat oleh anggota kaum (suku). Tanah akan terlepas dari
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Fengguasaan suku dan berada dibawah tangan penguasaan
pengol ah tetapi jika ditelantarkan atau dibiarkan maka
akan kembali berada di bawah penguasaan suku (kaumnya).

Bertitik tolak dari aturan adat yang demikian maka
dengan'adanya sertifikat atas tanah, pemegang hak "ganggam
bauntuk, hiduik bapangadok™ atau yang namanya _tercantum
dalam sertifikat akan merasa lebih aman.

Bagi mereka terbuka kesempatan untuk tidak mengolah
atau menggunakan tanahnya untuk sementara waktu, dengan
tanpa adanya keraguan atau kesangsian haknya akan hilang
atau diambil oleh anggota keluarganya (suku) vyang 1lain,
karena haknya telah dilindungi oleh hukum.

Pada dasarnya pensertifikatan tanah bertujuan untuk
mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dan sekaligus
perlindurngan hukum hak atas tanah.

Felaksanaan peraturan adat tentang pengolahan dan
penggunaan tanah akan memperlihatkan keberadaan penguasaan
tanah vang berada pada taﬁggah mamak, karena menurut adat
Minangkabau vang akan menentukan pengolahan atau yang akan
menggunakan tanah adalah mamak atas dasar musyawarah suku.
tetapi dengan adanya pengukuhan pemilikan tanah dalam
bentuk sertifikat maka penguasaan dan penggunaan tanah
terletak pada orang yang memiliki sertifikat tersebut.
Dengan demikian pengukuhan pemilikan yang ditandai dengan
sertifikat akan mempercepat terjadinya perubahan pola

penguasaan dan penggunaan serta pengawasan dari tanah

ulayat.
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3. Keterbukaan Menerima Perubahan

Hubungan kekerabatan vyang telah terbentuk secara

harmonis dalam masyarakat sudah mulai berubah. Perubahan

ini disebabkan secara alamiah manusia mempunyai sifat yang

" dinamis di samping adanya unsur "agent of social change”

(unsur pengerak perubahan sosial) dalam hal ini - kegiatan
pembangunan yvang dilaksanakan pada berbagai segi kehidupan
¥edua hal iﬁilah vang menyebabkan terjadinya keterbukaan
masyuarakat uwuntuk menerima unsur—unsur nilai baru vyang
diduga menyebabkan timEulnya perubahan hubungan
kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau .

Dalam masayarakat matrilinial hubungan antara mamak
dengan - anak (kemenakan) akan 1lebih dekat dibandingkan
dengan hubungan bapak dengan anak. Namun dengan
berkurangnya media pengikat hubungan kekerabatan dalaﬁ
keluarga mafrilinial dan masuknya nilai baru menyebabkan
terjadinvya pergessran (perubahan) dalam hubungan
kekerabatan antara mamak dengan kemenakannya. Sehingga
hubungan anak dengan bapak lebih dekat dibandingkan dengan
mamak dan kemenalan.

¥eberadaan peraturan adat tentang pengolahan dan
penggunaan tarnah akan menimbulkan suatu ikatan tanggung
jawab tersendiri. Deﬁgan berangsur hilangnya peraturan
adat tentang penggunaan dan pengoiahan tanah dalam
kehidupan masyarakat matrilinial menyebabkan berangsur
hilangnya kewajiban dan hak yang seharusnya ada.Kenyataan

yang demikian akan menciptakan suatu keadaan baru, dimana
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antara mamak dengan kemenakan merasa terlepas dari hak dan
kewajiban dalam kaitannvya dengan media hubungan

kekerabatan mafriiinialnya.

Jika kita telusuri hubungan mamak dengan kemenakan
vang dipertautkan oleh adanya ketentuan adat tentang
pengolahan dan penggunaan tanah terlihat sudah semakin
berkurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanah vyang
bisa diolah dan digunakan secara bersama-sama dibawah
pimpinan mamak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan
berkurangnya tanah vyang bisa diolah 'untuk dipergunakan
secara bersaha—sama dibawah pimpinan mamak, akan
memperlemah hubungan kekerabatan atau kata lain pemilikan
tanah secara hukum (sertifikat) menyebabkan lemahnvya
hubungan' kekerabatan karena penguasaannya sudah tidak
dibawah pimpinan mamak lagi.

Dari hasil uji statistik membuktikan bahuwa
keberadaan pendatang berpengaruh terhadap hubungan
kekerabatan. Jika kita lihat pada masyarakat Minangkabau
seorang anak akan merasa dekat dan bagian dari  keluarga
ibunya, sehingga keluarga ayah dianggap orang lain. Tapi
dengan adanya perubahan tanggung jawab ayah terhadap anak?
sehingga anak merasa lebih dekat dengan ayahnya (bapak)
dibanding mamaknya. Disamping itu dengan adanya perkawinan
antar suku tentu juga akan berpengaruh terhadap hubungan
kekerabatan.

Para pendatang tentu membutuhkan tanah untuk

pemukiman atau tempat berusaha, sedangkan tanah tersebut
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bagi masyarakat merupakan ikatan kekerabatan yang didalam-—
nya tercakup peranan dan kedudukan mamak. Karena kebutuhan
akan tanah selalu meningkat menyebabkan permintaan
terhadap tanah dari pendatang yaﬁg mempunyai kemampuan
untuk membelinya akan memberikan rangsangan terhadap
masyarakat yang didatanginya untuk melepaskan haknya atas
tanah. Dengan melepaskan haknya atas tanah yang diolah
atau sedang digunakannya oleh anggota kaum tersebut tentu
telah menyalahi dari peraturan adat yang ada.

Sehingga keberadaan pendatang berpengaruh terhadap
berkufangnya jumlah tanah yang bisa dioiah oleh anggota
kaum, oleh sebab itulah keberadaan pendatang berpengaruh
terhadap hubungan kekerabatan karena dianggap mengurangi
tanah ulavat mereka.

Sebagaimana temuan dalam penelitian ini bahwa 142
responden menvatakan pernah terjadi pertengtangan atau-
pertengkar;n mensganail tanah uwlayat. Pertentangan vyang
paling banvak terjadi adalah antara mamak dengén kemenakan
FPenyebahb dari pertentangan ini haling banyal oleh
kurangnya.musyawarah dan merasa dirugikan serta tidak ada
rasa salirmg menghormati.

Adanya sengketa tanah terutama untuk pembangunan
tempat pelayanan umum bukan berarti ungkapan tidak senang
masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
atau akan dilaksanakan.Namun karenan kurangnya musyawar ah
vuntuk memberikan tanah ulayat kepéda instansi /pemerintah

vang akan membangun tempat pelayanan umum menyebabkan
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anggota kaum merasa dirugikan. Hal inilah yvang menyebabkan
mulai renggangnya hubungan kekerabatan. Kejadian-kejadian
seperti inilah yang paling banyak terjadi ditengah-tengah
masyarakat sehinggé kepercayaan. kemenakan kepada mamak
semakin berkurang karena ulahnya sendiri.

Dengan demikian keterbukaan masyarakat Qntuk memberikan
tanah ulavat dijadikan tempat pusat pelayan umum akan

memperlemah hubungan kekerabatan.
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KESIMFULAN DAN SARAN

Dalam wuraian terdahulu telah dikemukakan beberapa
hal yang erat kaitannya dengan penulisan ini, baik secara
teoritis maupun kenyataan-kenyataan vang ditemui di
lapangan. Uraian—uraian dimaksud terbagi atas beberapa
bagian vyang semuanya terkait dengan Judul "Dampak
Pembanqunan Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat di  Sumatera
Barat"™.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yvang merupakan
penemuan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan kesimpul an
akan dapat dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi
yvang mungkin ada manfaatnya dalam rangka pengambilan

kebi jaksanaan untuk pembangunan, terutama yang menyangkut

tanah ulayat.

A. KEesimpulan

Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan
macyvarakat matrilinial dengan sistem Lkekerabatan vang
menempatkan wanita sebagai "bundo kanduang” dan laki-laki
sebagai "ninik mamak". Laki-laki diharapkan sebagai
pimpinan dan penanggung jawab terhadap tanah serta menjaga
segala kemungkinan yang akan terjadi baik yang datang dari
dalam maupun dari luar. Sedangkan wanita sebagai tumpuan

harapan untuk memelihara (mengolah tanahl) dan tempat makan
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serta minum bagi saudara laki-laki dikala tua serta
penyelenggara penguburan disaat meninggal dunia.

Pada masyarékat Minangkabau hubungan manusia dengan
tanah pada mulanya 1lebih bersifat magis religius dan
ekonomis vyaitu keberadaan tanah selain merupakan-'lambang
martabat dari suatu suku juga berfungsi - sebagai
sumberdaya yang harus dipertahankan karena hubungan
kekerabatan akan selalu terikat degan baik sepanjiang tanah

tersebut masih milik hersama. ‘

Namun demikian, pembangunan yang dilaksanakan
disegala bidang telah menyebabkan masyarakat lebih
bersifat realistis dan 1l=hih ber—orientési ekonomis
terhadap ténahnya. Hal ini menyebabkan terjadinya
perubahan pandangan masyarakat terhadap tanahnya,

sehingga banyak menimbulkan perubahan sosial .

Ferubahan pola penguasaan, penggunaan serta pengawasan
tanah ulayat menyebabkan lemahnya hubungan kekerabatan.
Ksnyataan ini disebabkan karena telah diperkenalkannya
nilai—nilai baru tentang pemilikan tanah secara pribadi
sehingga menyebabkan terjadinya perubahan penguasaan tanah
yvyang dimiliki secara bersama menjadi psnguasaan secara
individu. Disamping itu dengan adanya pertambahan penduduk
baik dari anggota suku itu sendiri maupun dari pendatang
tentu juga membutuhkan tamnah untuk hidup mereka, keadaan
ini ditambah lagi dengan adanya pembangunan untuk sarana
pelayanan umum yang mengakibatkan jumlabh tanah ulayat yang
akan diolah oleh anggota suku berdasarkan aza=z muéyawarah

dan mufakat sudah semakin berkurang, sehingga sering



terjadi pertentangan baik antara mamak dengan kemenakan

maupun antara anggota suku itu sendiri.

Keadaan inilah yang membuat hubungan antara mamak dengan

kemenakan semakin jauh. Di samping itu akibat terjadinya

pergeseran fungsi mamak kepada bapak(sumenda), menyebabkan
kemenakan lebih dekat dengan bapaknya ‘dibandingkan dengan
mamak. Keadaan ini juga mengakibatkan makin melemahnya
hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dalam
pembahasan maka penelitian ini menyimpul kan :

1. Penelitian ini +telah membuktikan bahwa perubahan pola

penguasaan dan  penggunaan - tanah ulayat akan
memperlemah hubungan kekerabatan.
Ferubahan itu terlihat dari perubahan pbla penguasaan
dan pola penggunaan serta pola pengawasan tanah ulayat
sebelum dan sesudah tanah uléyat tersebut disertifikat-
kan. Keadaan ini mengakibatkan kurangnya komunikasi
vang telah 'menjadi tradisi bagi masyarakat sebelum
mengol ah tanah ulayat (musyawarah dan mufakat),
sehingga keadaan ini menyebabkan makin melemahnya
hubungan kekerabatan.

2. Penelitian ini telah membuktikan bahwa pengukuhan
pemilikan tanah ulayat secara perocrangan mempercepat
terjadinya perubahan pola penguasaan dan pola
penggunaan tanah ulayat.

Jenyataan ini terlihat dari pengaruh keberadaan

sertifikat, karena individu yang memiliki sertifikat
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berhak secara hukum untuk menguasai- dan menggunakan
serta mengawasi tamah vyang telah disertifikatkan atas
namanya, sehingga individu lainnya sudah tidak punya
hak lagi. Hal inilah vyang menyebabkan pengukuhan
secara perorangan mempercepat terjadinya perubahan
pola penguasaan ﬁan pola penggunaan tanah ulayat.
Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa keterbukaan
masyarakat menerima perubahan vyang terjadi akan
memperlemah hubungan kekeratan.

Keterbukaan masyarakat menerima perubahan, terlihat
dari pengaruh keberadaan sertifikat yang dapat
menguatlkan hak bagi pemegangnya untuk menguasai dan
menggunakan serta mengawasinya sehingga pemilikan
bersama telah berubah mEAjadi pemilikan secara
perorangan.Dengan adanya keterbukaan masyarakat untuk
menerima keberadaan sertifikat tentu akan mempengaruhi
pola penggunaan tanah ulayat yang berazazkan musyawarah
dan mufakat. Hal inilah vyanmg menyebabkan perubahan
sosial masyarakat sehingga perubahan vyang terjadi
akibat keterbukaan masyarakat menerima keberadaan
sertifikat akan memperlemah hubungan kekerabatan.
Meningkatnya kebutuhan akan sarana pelayanan wmtm
menyebabkan tanah ‘yang dikelola oleh suku semakin
berkurang, keadaan seperti 1ini sering menyebabkan
pertengkaran antara mamak dengan kemenakan serta
saudara dalam suku tersebut, sehingga hubungan diantara
mereka makin renggang.

Adanya pergeseran tanggung jawab mamak kepada bapak



(sumenda) membuat kemenakan lebih dekat dengan bapaknya
dibanding dengan mamak. Kenyataan ini mengakibatkan
hubungan antara mamak dengan kemenakan semakin renggang.
Dengan demikian keterbukaan masyarakat menarima
perubahan—perubéhan vang terjadi akan memperlemah
hubungan kekerabatan.

Barkaitan dengan uraian vang telah dikemukakan

di atas bahwa dengan semakin berkurangnya pengaruh mamak

terhadap kemenakan dalam keluarga matrilinial dan adanva
kecendrungan perubahan pola penguasaan, pola penggunaan
dan pola pengawasan tanah ulayat menyebabkan terjadinya
perubahan hubungan kekerabatan akibat adanya keterbukaan
masya}akat menerima nilai—nilai baru. Semuanya itu
mengakibatkan keberadaan mamak dalam keluarga matrilinial
hanya sesbagai lambang, sedangkan eksistensinya makin lama

makin tidak dirasakan lagi terutama pada daerah kota.

B. Saran

Bardasarkan kesimpulan yang telzah dikemukakan di
atas maka dapat dikemukakan beberapa saran vyang mungkin
ada manfzatnya untuk masa mendatang.
Saran tersesbut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi terjadinya pertentangan pada tanah
ulayat diharapkan pada pelaksana pembangunan untulk
bermusyawarah terlebih dahulu baik kepada mamak kepala
waris atau pénghulu/Datuk maupun anggota kaum. Hal int

sesuai dengan petitih "berjenjang nail: , bertangga
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turun”. Sehingga jalur musyawarah/mufakat yang telah
berurat berakar di Minangkabau masih tetap dilakukan
walupun pembangunan terus berlanjut.

Perlunya dilakukan penelitian vang mendalam tentang
struktur sosial yang berkembang di masyarakat Minang-
kabau karena adanya perubahan yang mendasar mengenai
media ikatan kekerabatan telah semakin berkurang.
Perlunya dilakukan penelitian yang mendalam tentang

peranan dan fungsi mamak pada zaman modern ini apalagi

. media sebagal pengikat =sudah semakin berkurang.
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Lolsi penelitinn 1Hecamatan Lubuk Alung .

vaktu poameliticn : 23 Oktober s/@ 31 Deseumber 1921
hnggota penelitian 3

dengan ketentuan sebagai berikut @

Ta Tidak boleh menyimpang dari kerangkn penelitian sebagoimona tersebut diatas .

2. Memberitahu kedatangnn serts malisud penelitinn yang alen dilalakan dengan menunjulcn surat
surat keterangon yong berhubungnn dengan itu, sorta melaporkan diri sebelum meninggnlicin -
Daorah penclitian kepnda Kepala Xantor Sosinl Politik Tinglat II Padong Pariamnn .

3. Mematuhi serma peraturan yang berlaku serta menghormati adat istindat serta kebiasaon mo -
syorckat sctcmpat .

L, Mengirimlan laporan/hasil peneclitiannya scbanynk 2 (dua) exuaplaar kepada Gubermur Kepola
Daerah TkoI Propinsi Sumctera Boarat Cq.Kepala Dircktorat Sosial Politik dan 1 (satu) oxnin—
plaar kepada Bupnti Kepala Dacrah Tk.II Badang Pariamen Cq.Kepnlo Kantor Sosial Politils .

5. Apabila terjadi scsuatu penyimpangan/pelangraran terhadep ketentucn—ketentuen tersebut di-
atas, makr surat Keterangan/Rekomendasi/Dispensasi inj_,',mi;}gé}_i_c_q._b_y_t_ kembali .

P oF 1 aiiad , 23 Olckoher 1991
2 s \ —

2\

L. DUDATT KGOLLL ] Y I RITSE

Kepada : Yang bersanglutan .

1 Juberaur Kepala Daerah Tk.T Propinsi Sumatera Barat
Cq.Kepala Direktorat Sospol di Padang .

2ePembantu Gubernur Wialayah II di Padang .

3.Ka.Pusat Penclitian IKID Padang di Padang -

L Don Dim 0308 Padang Pariaman di Pariaman .

< a2 TRt aman



PEAGAKINUAH KABUFATEN DAERAN TIRGKAT II 50 KOTa
KANPO. SOSIAL POLITIK

Burat Izin / Rekomendasi
Nomor § 070 /%4, 3}7/ Soepol/ X/ =199,

Berdasarkan Surat Keterangan / Rekomendasi Gubernur Kepala Daeral Tkel
Sumatera Barat Noe B,070/1530/Sosopol ATII 29 Juli 1991.
dengan in{ kami petinotal {(aZup/atc%o %urah ‘Ié.%%?cjéttﬁg%"xota membe9 Izin
untuk Penelitian kepada 3

Nama $ Drse. IRT BARLIAN

Terpat/tgl.lanir ¢ Padang, 24 Juli 1961.
Pekeriaan Dosen IKIP Padang.

(T3

Alanat s JleKoto Marapak No.56 Padang.
Ko.Kartn/Identitass NIP. 131 668 330.
Meksud/Tujuan Pene llenyusun Skripsi dengan Judul DAMPAK PRUBAIGUTAL

Lokasi/Tempat Pe— - .
nelitian . Kabupaten 50 Kota

Waktu Penelitian 3 15 Oktober s/d 31 Maret 1992.
Anggota Penelitians

Dengan ketentuan Sebagai berikut

le Tidak boleh menyimpang dari ketentuan karangan penelitien fersebu? diutas..

2. Memberitahukan/Melaporkan diri kepsda Pemerintah setempat dan tenjelasken

atas kedatang. ya serta menunjukken surat-eurat keterangen yeng berhubungan
dengan rencana penelitian dimaksud,

3. Mematuhl semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta ke-
biasaan masyarakat setempat.

B. Vengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 ( satu ) exemplar kenoda
Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 K ta, Cq. Kepala Xantor Sos—oi lubuyzien
50 Keta. ©

5« Apabila terjsdi suatu penyimpangan/Pelanggaran terhadap ketentuan—ketentuan
tersebut diatas, maka surat keterengan/rekomendasinya dicabut kembali.

Demikianlah surat fzin ini diberikan kepada yanfy bersangkuten untuk -
dipergunakan sebegaimena. mestinyea.

Tembusan kepada Yth :

‘ l. Gubernur KDH. Tk.I Sumbar Cq. Kadt Sdgg

. 2. Pembantu Gubernur Sumbar ¥Wialayah I Di inggi.
| 3. Bupati KDH. TK. II 50 Kota di Payakumbuh.

ﬁ 4, Xomandan Kodim 0306/50 K ta.

“ Se Kapolres Kabupaten SO Kaia,

6. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
70 Camat Iuhak di Mimea



ng.&‘;i_}_O’L@MJ"A KEPALA DAZRAH TINGKAT II_PADANG

o”’-l.u KETERANG. “/Tuw YENTASL
5 sl /-;"L"' ¥3P-19:1

Wwalikotamadys Xepala Znenth Tingkat II Fadung setelah nempelaj<sri dan
mgmperhatikan : .
a. Surat aara. o LUSET RATALITIAL JIKIR PADMNG e crasssoocstassssoscsnsess
b. Nomorx, S .9/15;11‘97 HOAUvleol e 6,/1.99.1, ee-esa.Tanggal, g. OiTODER +499% -+ »
¢. Surat pernyatasn penanggung jawak rem__.ltlan iari ysng ber sang»:utan tang
gal,. A QKTOBLR. . 1991, ... Jengan ini nemterikan perseiuiuan dan tilak~
. keberatan maksud diadaxen penclitian/swvey pemetuqn Iilavangan di dalam
aerah Yotax 1adya Padsng yang dlawukan nlen

N a n a i DRS,ASRL BHRLIAN L. veeenane

Tempat tgl lahir .. PADANG, 24 JULT 1961 .. .. ... ...........
Alamat ., JLHKOTO HARAPAK NOL5 C PaDIKG ... . ....
Pekerjaan/Mns/NZP/BP :..99?5?1.?5?31.?@?%?E@......... ...... Ceeeeneeaas
Vaktu penelitian/Survey' s .1.?-. p.KT.Q].S“R. . '3’991. S/d 71 ;IAD‘:‘T 19 e
Maksua/.)’udﬂ Penelitian s, DAMPAK PIMBANGUNAL .*.f‘.@'*”“{ FALGUASALT

TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT ™ -

[

@D 0600 ®0 o0 00808000000 000 R I I I N R N R R I A I R I I R eo oo

® 9 0P POCOEIOCOEOPASIC®IDAEOCNGCGOTIOIOCEDOEIAENTNBEBOIOUPTQTEO S e 20 0300 L A N I R I I I R A A IR A A N Y )

Lokasi Penelitian/suxrvey : 1, K2C.KOTO TANGAH KODYA PADANG

Anggota E ..-ongan .80 -

« Tengan keientuan sebagai herikut :

1. Tidsk dloenarkan ranyimpang cari kerangka dan maksud Eurw penelitian ter

‘ sebdut,

} 2, Sambil menunjukan surat ketexangan/nekompndasi ini suﬁaja melaporkan mak

f sud kedatangan flada Kepalalagianjl.ines)Camatjinetansi,Pengusana,yang di-

| hubungi dan juga setelah selaai melakukan »eneliiian ditempat tersebut, ..

{ 3. llematuhi segala peraturan yang bwerlaku dan m_ghormatl adat Istiadat tindak

i tanauk serta khiassaan masyarakat-setempat, : .

} 4, Seleszi poelitien/Survey hrus melzpokan hasilunya kupada Kami ‘alikota -
magya KOH T, II Dacang.Cq.Kantor Sespol Kodya Padang,

9. Bila texjadi pen ylnpangan atas ke‘entuan siatas maka sura*t Keterangan/
‘Rokomencasi lnl segera; dioabuj kemuall.

iy, 15 OKTOBZR 1991

. [ZEIROTAMALYA KDY TK.II FADANG
T P bpal Kgntor Sesial Politik

\ s
| Kepada Yis,- ' ,\\f"
i e . . £ Y *,,-‘rc“ p;‘
: Tembusan.kepada Yth : (P\uu-*o aL rout!
| 7 rhi \
1. Sdr.Camat Koto Tangah ! \

Rp. 58000\ | JRs. zERL 5TQ MUNANDAR
p; r’u.b:\&;l& i o 410004158

Padang.




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
PUSAT PENELITIAN

Jin. Prof. Dr. Hamka Kampus IKIP Air Tawar Padang Kode POS 25131
Telepon : 51260 Pesawat : 213 - 217

Nomor : 267/PT.37.H9/N-4.1.6/1992 16 April 1992
Lamp. : -0-
Hal : Mohon izin untuk mengum-—

pulkan data penelitian.

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatra Barat
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Penelitian darl
Bapak Gubernur KDH Tk. I Provinsi Sumatra Barat tanggal
15 Oktober 1991 Nomor: B.0O70/2272/Scspol/X/1991 vyang
isinya seperti pokok surat ini, maka dengan ini kami
mohon agar Saudara sudi memberi izin kepada Dosen IKIP

Padang:
Nama : Drs. Eri Parlian, M.S.
NITIPF : 131668330

Jur./Fak. : Pdd. Kepelatihan/FPOK IKIP Padang

untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka
menyelesaikan laporan: :

J udu l ¢ DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN
TANAH HULAYAT DI SUMATERA BARAT.

Lokasi : Kab. T. Datar, Kab. Agam, Kab. 350 Kota,
Kab. Pdg. Pariaman, Kotamadya Padang
dan Koatamadya Solok.

WAk tu 2 16 April s.d. 3 Juni 1992

Ates perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan
terima kasih.

Kepala,

W Dr. Zainil,M.A.
> / NIFP 130187088

Tembusan Yth. : \<) ﬁQ;m \/
1. Bapak Rektor IKIP Padang \\5~Euhf‘ /
2. Dekan FPOK IKIP Padang T

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab./Kodya . . . . .
Ketua Jurusan Pdd. Kepelatihan FPOK IKIP Padang
yang bersangkutan



